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BAB |
PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan
pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik, maka sesuai amanah pasal 69 kepala daerah wajib melaporkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (RLPPD).

LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pemerintah Kota Bogor, melalui LKPJ ini menyampaikan capaian hasil
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan
penugasan. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hasil pembahasan LKPJ oleh
DPRD menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun
berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan
penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan
strategis kepala daerah. Disamping itu, hasil LKPJ digunakan sebagai acuan
Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kegagalan
dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan.
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A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bogor
Tahun 2019 ini disusun dengan mempertimbangkan dasar hukum sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerabh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerabh;

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-
2019;

11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019;
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12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019.

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Muatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bogor Tahun 2005-2025 mencantumkan 5 (lima) tahapan proses perencanaan
pembangunan lima tahunan yang dalam mencapai perwujudan Visi Kota Bogor yaitu
“Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah”.
Tolak ukur tercapainya Kota Bogor sebagai Kota Jasa yang nyaman dengan
masyarakat madani dan pemerintahan amanah dalam 20 tahun mendatang diarahkan
pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :
1. Berkembangnya perekonomian masyarakat dengan titik berat pada sektor jasa
yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada;
2. Terwujudnya Kkota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan
prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan,
sehat, cerdas dan sejahtera; dan
4. Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi

supermasi hukum.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bogor
dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah,
yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah daerah
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. RPJMD Tahun Pertama (2005-2009) mengacu kepada Renstra Kota Bogor
Tahun 2005-2009 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2004, diarahkan kepada penataan transportasi, kebersihan, penanggulangan
masalah kemiskinan dan penataan pedagang kaki lima;

2.  RPJMD Tahun Kedua (2010-2014) mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun
2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5
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Tahun 2010, diarahkan kepada penataan transportasi, kebersihan,
penanggulangan masalah kemiskinan dan penataan pedagang kaki lima;

3.  RPJMD Tahun Ketiga (2015-2019), mengacu kepada RPIJMD Kota Bogor Tahun
2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6
Tahun 2014, diarahkan kepada penataan transportasi dan angkutan umum,
Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota, Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Penataan ruang publik, pedestrian,
taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH, Transformasi budaya dan reformasi
birokrasi serta Penanggulangan Kemiskinan; dan

4. RPJMD Tahun Keempat (2020-2024), ditujukan untuk mewujudkan Kota Bogor
sebagai Kota Ramah, diarahkan pada pemerataan pemenuhan akses layanan
kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas, penguatan daya saing sumber
daya manusia, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan
pembangunan wilayah yang berkelanjutan, penguatan daya saing ekonomi

ekonomi berbasis potensi lokal, dan penguatan reformasi birokrasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, pembangunan difokuskan
pada penuntasan 6 (enam) permasalahan yang dihadapi Kota Bogor yaitu:
1. Penataan transportasi dan angkutan umum;
2 Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota;
3. Penataan dan pemberdayaan PKL;
4 Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang TerbukaHijau (RTH)
lainnya;
5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi; dan
6. Penanggulangan kemiskinan.
Masa pembangunan 5 (lima) tahun kedua ini (tahun 2015 — 2019), dilaksanakan dalam
upaya semakin memperkuat landasan pembangunan sebagai bentuk konsistensi dan

kontinuitas untuk mencapai tujuan akhir pembangunan Kota Bogor.

Adapun Visi Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah “Kota Bogor yang nyaman,
beriman dan transparan” dengan pendekatan bahwa : visi di atas mengandung tiga
kata kunci yaitu nyaman, beriman dan transparan. Pemaknaan tiga kata kunci

tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:
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1. Nyaman
Makna Nyaman merupakan kondisi yang dirasakan masyarakat dalam melakukan
berbagai aktivitas, seperti bekerja, berusaha, belajar, tumbuh dan aktifitas-aktifitas
lain yang dilakukan di dalam kota oleh setiap elemen masyarakat. Pada dasarnya
kondisi tersebut dapat terpenuhi sedikitnya oleh tiga faktor. Faktor pertama terkait
dengan kualitas lingkungan, yang mana kota dapat mencerminkan kondisi yang
sehat dan bersih dengan tingkat pencemaran (meliputi air, tanah dan udara) dapat
dikendalikan dengan baik. Kota yang nyaman adalah kota yang baik secara
klimatik (iklim yang sejuk), indah secara visual, maupun secara aromatik. Kondisi
fisik lingkungan yang baik, dicerminkan juga dari sisi ketersediaan fasilitas
perkotaan yang memadai untuk seluruh warga termasuk anak, perempuan, lansia,
dan difabel, ramah pengguna dengan akses yang mudah dalam mendukung
aktifitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Faktor kedua kondisi
nyaman juga harus dipenuhi dari sektor ekonomi seperti dunia usaha yg kondusif;
kemudahan mendapat pekerjaan; dan berkembangnya ekonomi kreatif.
Sedangkan faktor terakhir adalah berkaitan dengan kultur masyarakat yang baik.
Kenyamanan didapat ketika warga juga merasa aman dengan kehidupan

berbudaya yang tumbuh dilingkupi oleh modal sosial yang guyub.

2. Beriman

Makna Beriman, diterjemahkan ke dalam berkembangnya aktivitas kehidupan
beragama yang lebih bermakna. Hal ini merupakan perwujudan dari masyarakat
yang memiliki nilai-nilai agama dan moral yang tidak hanya sebagai cerminan nilai
pribadi, namun terimplementasikan ke dalam kehidupan bersosialisasi antar
sesama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang dijadikan tempat tinggal
dan berlangsungnya berbagai aktivitas. Harmonisasi pun tidak hanya terjadi
diantara masyarakat saja, namun juga dengan lingkungannya. Selanjutnya
perhatian terhadap generasi muda menjadi penting dalam menjamin terjaganya
nilai dan norma ditengah gencarnya dampak negatif dari arus globalisasi.

3. Transparan
Makna Transparan, lebih ditekankan pada proses berlangsungnya pemerintahan
kota dalam mengefektifkan tugas dan fungsi, serta mengawal arah pembangunan

kota ke depan. Transparansi menuntut kecakapan dan peran aktif pemerintah
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dalam membuka diri, melayani, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam
melaksanakan program-program pembangunan, sehingga pemenuhan target
pembangunan menjadi sebuah aksi kolaboratif bersama elemen masyarakat lain.
Sebagai bagian dari transparansi, jalannya program-program pembangunan dapat
diakses oleh masyarakat sehingga hak masyarakat atas informasi publik dapat

terpenuhi.

Makna Transparan kemudian diartikan juga sebagai pemerintahan yang
demokratis, yang mana pemerintah mampu menyerap aspirasi warganya. Selain
itu, transparan mencerminkan penyelenggara pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN. Pada prosesnya pemerintahan juga mampu menerapkan e-

government secara adil, tepat, efektif, dan terintegrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan Kota Bogor 2015-2019 tersebut,

dirumuskan misi-misi Kota Bogor sebagai berikut

Misi Pertama : “Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan

teknologi informasi dan komunikasi”

Kota yang cerdas direpresentasikan oleh iklim lingkungan belajar yang tumbuh di
tengah masyarakat. Hal ini diharapkan semakin berkembang dengan ketersediaan
berbagai fasilitas yang mendorong kemudahan masyarakat untuk mengangkses
pengetahuan, utamanya lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Masyarakat dapat mengakses informasi yang luas dan mendorong terjadinya proses
pengambilan keputusan publik yang cerdas. Penyelenggaraan pemerintah dan
pelayanan publik dilakukan dengan basis Sistem Informasi Manajemen yang
terintegrasi. Sistem Informasi Manajemen itu sekaligus menjadi decision support
system sehingga proses pengambilan keputusan publik dapat dilakukan secara cerdas

pula.

Misi Kedua : “Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur’”

Kota yang sehat mencerminkan masyarakat dengan kemudahan terhadap akses
layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang memadai kemudian diimbangi pula oleh
kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat, mulai dari lingkungan rumah tangga

sampai lingkungan perkotaan. Masyarakat yang sehat mendorong masyarakat yang
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lebih produktif sehingga masyarakat dapat memperoleh kesempatan berkarya secara
maksimal. Kesempatan untuk berkarya inilah yang menjadi kunci menuju
kemakmuran. Selain itu, ketersediaan barang-barang konsumsi yang terjangkau
menjadi penunjang bagi kemakmuran sebuah kota.

Misi Ketiga : “Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan”.

Wawasan lingkungan bukan hanya menjadi upaya namun juga menjadi budaya bagi
setiap elemen masyarakat. Penerapan green city, rendah karbon, ramah lingkungan,
penanganan sampah, diinternalisasikan sebagai gaya hidup. Kota yang berwawasan
lingkungan didukung pula oleh peraturan-peraturan dan kebijakan yang menjamin

upaya pelestarian dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan kota

Misi Keempat : “Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorentasi pada
kepariwisataan dan ekonomi kreatif”

Masyarakat dengan individu-individu yang kreatif dapat menumbuhkan industri kreatif,
yang pada akhirnya dapat bersinergi dalam mendukung tumbuhnya industri pariwisata.
Masyarakat tersebut dapat tumbuh ditengah-tengah karakter kota yang kuat. Hal
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga upaya
mendesain kota harus dilakukan secara komprehensif untuk seluruh sudut kota.
Lanskap kota yang berbudaya menguatkan citra kota yang kemudian menjadi aset dan
juga identitas kota. Hal tersebut diikuti dengan berkembangnya proses-proses kreatif

sehingga industri-industri kreatif dapat terus tumbuh.

Misi Kelima : “Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan”

Pemerintah yang bersih merupakan pemerintah yang dapat menjamin tidak adanya
praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perjalanan roda pemerintahan.
Reformasi birokasi menjadi syarat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah
aktif membuka diri bagi masyarakat dan juga membuka peluang-peluang kerjasama
dengan berbagai pihak. Pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik menjadi
bagian dari upaya transparansi. Selanjutnya sinergitas dilakukan guna menyatukan

berbagai potensi dan stabilitas kebijakan demi kemajuan pembangunan kota.

Misi Keenam : “Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk

mewujudkan masyarakat madani”
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Peran moral agama dan kemanusiaan bukan hanya menjadi hal yang tumbuh dan
mempengaruhi ranah individual saja, namun dapat menjadi nafas penggerak
pembangunan kota. Kota berkembang dimana masyarakat hidup rukun dan damai.
Setiap warga, kelompok, atau lembaga menjadi agen pembawa kedamaian dan
penyadaran bagi sesama untuk menerapkan nilai moral, agama, dan kemanusiaan

dalam kehidupan sehari-hari.

C. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
Tujuan, sasaran dan strategi Pencapaian Misi 1 Kota Bogor adalah:
1. Meningkatkan implementasi e-government, dengan sasaran:

a. Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), dengan strategi Optimalisasi penggunaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan
informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan

Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), dengan strategi Meningkatkan penggunaanTeknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik sehingga
pelayanan dapat diberikan secara online yang cepat, mudah dantransparan.
OPD-OPD yang ada didorong mengembangkan pelayanan semacam ini melalui
pembuatan dan operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang

terintegrasi; dan

c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan komunikasi,
dengan strategi Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi
dan produktif di ruang publik, instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya.
Hal ini harus dibarengi dengan upaya e-literacy (melek internet) bagi

masyarakat luas.

2. Menciptakan lingkungan belajar dengan modal sosial yang kuat, dengan sasaran:
a. Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat, dengan strategi
menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas baca dan perpustakaan
serta lokasi khusus pasar buku murah untuk mempermudah akses masyarakat

terhadap bahan bacaan; dan
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b. Mengembangkan ruang kreasi, inovasi, dan berbagi untuk masyarakat, dengan
strategi menyediakan ruang dan aktivitas yang dapat menumbuhkan aktivitas

kreatif dan inovatif.

3. Mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas, dengan sasaran:
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan
pembangunan dengan strategi mengembangkan sistem perencanaan dan
monev pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik
terutama dalam proses pembangunan formal strategis. Perhatian perlu

diberikan pada fenomena,;

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan
pembangunan denga strategi “kelelahan berpartisipasi” (participation fatigue),
dimana masyarakat jenuh untuk berpartisipasi akibat implementasi yang tidak
sesuai dengan yang direncakanan. Fenomena ini dapat diminimalkan melalui
sedikitnya dua cara yaitu (i) kejelasan anggaran yang disediakan, dan (ii)

integrasi antara hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota;

c. Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam

proses pembangunan;

d. Tersedianya baseline data yang kuat, akurat dan mutakhir, dengan strategi
Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi
yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal.
Baseline data ini harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan
keputusan (decision supporting system) sehingga harus dapat menyajikan
berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja
Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk
mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai

bagian dari baseline data dan decision supporting system; dan

4. Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya
mencetak generasi muda yang tangguh berkompeten, dengan sasaran:

a. Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan

karakter, dengan strategi Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan
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pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain
nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu

diperkuat sebagai tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada;

Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal
dan informal, dengan strategi Memeratakan akses pendidikan dan memenubhi
standar kualifikasi pendidik dan lembaga pendidikan sehingga mampu

mendorong lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas; dan

Terciptanya generasi muda yang berprestasi, dengan strategi Memberikan
pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam

beragam bidang.

Tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian Misi 2 Kota Bogor adalah :

1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku

sehat dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan,

dengan strategi Mengembangkan program untuk meningkatkan akses
masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah

inheren dengan program nasional khususnya BPJS;

. Menurunnya kasus penyakit menular, dengan strategi meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan

penurunan penyakit menular;

. Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga, dengan strategi

Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga
dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang
mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan

lansia;

. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat

bagi diri sendiri dan lingkungannya, dengan strategi Mengembangan program
yang secara kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku
kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas permukiman, dengan sasaran :

a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang

layak;
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b. Berkurangnya kawasan pemukiman kumuh;

c. Tersedianya pelayanan air minum yang memadai, dengan strategi menciptakan

standar dan mengembangan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan
kualitas sanitasi, redesign permukiman kumuh, dan akses terhadap air minum

yang layak.

3. Merevitalisasi ruang perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua elemen

masyarakat (termasuk anak, perempuan, lansia, dan difabel), dengan sasaran:

a. Meningkatnya jumlah dan kualitas taman- taman kota sebagai ruang publik

yang sehat, asri, aman, dan ramah pengguna; dan

. Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik,

dengan strategi Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan
pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan
difabel. Selain itu, juga diupayakan penambahan taman-taman baru sehingga
taman sebagai ruang publik dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat.
Untuk itu pembangunan taman akan lebih mengutamakan pada perencanaan
berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk menguatkan karakter Kota
Bogor, juga dalam rangka pengayaan dan pemeliharaan jangka panjang taman-

taman kota.

4. Meningkatkan Ketahanan Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS), dengan sasaran:

a.

Tertangani dan terfasilitasinya kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), dengan strategi menertibkan dan membina PMKS sehingga
menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga
sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada
pembentukan mental hidup;

Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin, dengan
sasaran melakukan pembinaan terhadap kelompok Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan
mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program- program
jangka pendek yang menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin
dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan

Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
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dengan strategi menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak
melalui pembinaan, pengembangan sarana pengaduan serta penindakan yang

tegas terhadap pelaku kekerasan.

5. Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang

layak, dengan sasaran:

a.

d.

Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap
lapangan dengan strategi Mengembangan sistem ketenagakerjaan terpadu
melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem
informasi kerja yang up-to-date dan iklim bekerja;

Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan
berusaha di masyarakat;

Berkembangnya Agribisnis perkotaan, dengan strategi Mengembangkan
pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif untuk
komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan; dan
Terjaminya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat, dengan strategi

Meningkatkan ketersediaan bahan pangan.

Tujuan, sasaran dan strategi dari pencapaian Misi 3 Kota Bogor adalah:

1. Meningkatkan kualitas penataan ruang, dengan Sasaran:

a.
b.

d.

Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan;
Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap
pemanfaatan ruang, dengan strategi mengimplementasikan penataan ruang
secara tegas dengan mengembalikan kenyaman Kota Bogor melalui peran
serta masyarakat dalam pengendalian;

Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, dengan
strategi membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan
memanfaatan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalisasikan fungsi
Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting; dan

Tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pasar tradisional, dengan strategi
menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan

pentaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan kota, dengan
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sasaran:

a. Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan, dengan strategi
Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi
dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan;

b. Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam, dengan
strategi Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada
sumber air baku;

c. Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan
strategi Mewujudkan kota riverfront melalui sterilisasi Daerah Aliran Sungai
(DAS) dari aktivitas budidaya yang mengganggu. Memperlakukan dua sungai
utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai ecoregion
sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah; dan

d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dengan
strategi Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan
pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal

dan pembinaan secara kontinyu.

3. Mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal,
pejalan kaki dan pesepeda, dengan sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan,
dengan strategi mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah
lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai;

b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda,
dengan strategi peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi
setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama
Program Sustainable Urban Transport Improvement Project (SUTIP GIZ) akan
menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya. Pengembangan jalur
pesepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian
dalam proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai; dan

c. Berkurangnya kemacetan, dengan strategi menargetkan pengurangan jumlah
kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang
memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir (park on
ride). Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan akuisisi
lahan dan land banking. Upaya ini diiringi dengan peningkatan penggunaan
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non-motorized transport.
4. Mendorong pembangunan kota yang tanggaprisiko bencana dan dampak
perubahan iklim, dengan sasaran:

a. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,;

b. Meningkatnya tanggap darurat saat bencana;

c. Meningkatnya pemulihan pasca bencana; dan

d. Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
dengan stragi Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap
dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas. Selain itu,
menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasionalyang
secara bersama-sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui
penghijauan kota, green building, dan partisipasinya dalam berbagai kampanye
seperti Earth Hour.

5. Menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan, dengan
sasaran:

a. Meningkatnya pelayanan persampahan, dengan strategi meningkatkan
pelayanan sampah melalui kerjasama antar daerah untuk Tempat Pengelolaan
Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem sanitary landfill serta
pelayanan pengangkutan sampabh;

b. Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle),
dengan strategi Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R
(Reuse Reduce Recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan
perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah
tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di
masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan.
Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung
dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan; dan

c. Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup
masyarakat.

Tujuan, sasaran dan strategi dari pencapaian Misi 4 Kota Bogor adalah
1. Menjadikan warisan budaya sebagai aset kota, dengan sasaran:

a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya,

dengan strategi mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam
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kegiatan pelestarian budaya baik yang bendawi maupun non bendawi;

b. Terpeliharanya kelestarian warisan budaya, dengan strategi Memperkuat upaya
pelestarian warisan budayamelalui pembuatan regulasi, kemitraan antarpihak,
dan sarana prasarana pendukung khususnya di kawasan cagar budaya; dan

c. Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya.

2. Menguatkan identitas dan citra kota bogor (City Branding), dengan sasaran:

a. Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan
ekologis, dengan strategi merencanakan kawasan penyangga Kebun Raya
Bogor (KRB) sehingga pengembangan kawasan penyangga dapat kompatibel
dengan keberadaan KRB. Membangun regulasi yang kokoh sehingga
pengembangan kawasan penyangga sesuai dengan tema Garden Compatible
Development;

b. Diterapkannya konsep perencangan kota (urban design), termasuk street
furniture, yang meningkatkan citra kota, dengan strategi membangun beragam
tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan
mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan City
Branding;

c. Dijadikannya Bogor sebagai pusat pengetahuan dan penelitian bidang
pertanian dan botani, dengan strategi mengaktifkan kembali potensi penelitian
dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui
kerjasama dalam negeri dan luar negeri; dan

d. Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (Meeting, Incentives,
Conferences/Convention, Exhibitions/Events), dengan strategi memfasilitasi
berkembangnya aktivitas MICE dengan menerapkan regulasi yang tegas,
membangun infrastruktur MICE berskala internasional, dan mendorong
sertifikasi hotel dalam batas-batas yang dikendalikan sehingga tidak

kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.

3. Mengembangkan pariwisata kota bogor yang berkarakter dengan sasaran:
a. Berkembangnya destinasi wisata;
b. Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata; dan
c. Berkembangnya Industri pariwisata, dengan strategi mengembangkan industri

pariwisata yang terintegrasi melalui pengembangan paket sarpras pariwisata
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4.

(peta, petunjuk, kawasan oleh-oleh), ptomosi dan pemasaran.

Mengembangkan iklim ekonomi kreatif, dengan sasaran:

a. Terciptanya iklim industry kreatif;

b. Terjalinnya kemitraan antar pelaku industri kreatif; dan

c. Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif.

Dengan strategi sebagai berikut:

Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui
penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana
transfer pengetahuan dan praktikal melalui tahapan berikut:1) Creative-waves,
yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2) Creative-network, yaitu membangun
jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3) Creative-preneur, orang-orang
wirausahawan. Dibutuhkan model pengembangan ekonomi kreatif, ialah pelibatan
tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja,
intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat

kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan.

Tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian Misi 5 Kota Bogor adalah:

1.

Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan sasaran:

a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme, dengan strategi membangun pemerintahan yang berintegritas
dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen
terhadap pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan;

b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan strategi
Memperkuat relasi pemerintah dan masyarakat melalui perbaikan kualitas
pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan
terbuka; dan

d. Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik.

Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah dan internasional, dengan
sasaran:
a. Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas

wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik,
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serta lingkungan hidup; dan
b. Menguatnya kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional.
Dengan strategi sebagai berikut:
Memperkuat kerjasama antardaerah dalam pembangunan dalam bidang-bidang
prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi

Kota Bogor dalam konstelasi Jabodetabekpunijur.

3. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah kota dengan elemen masyarakat,
dengan sasaran:

a. Meningkatnya event- event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara
warga dan kotanya, dengan strategi Memfasilitasi interaksi antara kota dengan
masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan
pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah
Lomba Mulung di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi
Kota Bogor;

b. Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus
terhadap pembangunan kota;

c. Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai perguruan tinggi,
perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga swadaya masyarakat
setempat dalam pembangunan kota Bogor, dengan strategi Menggunakan
kajian dan kepakaran IPTEK dan inovasi perguruan tinggi dan LSM kompeten
dalam pengambilan kebijakan pembangunan; dan

d. Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan
dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota, dengan
strategi Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana
peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

strategis.

4. Menguatkan perundangan daerah, dengan sasaran sebagai berikut:

a. Tersusunnya perundangan daerah, dengan strategi Menyusun peraturan
perundangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundangan
daerah; dan

b. Tegaknya perundangan daerah, dengan strategi Menegakkan peraturan
perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan,
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kenyaman, dan konsistensi tata ruang.

Tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian Misi 6 Kota Bogor adalah:

1.

Meningkatkan integrasi nilai-nilai agama dan kemanusiaan dalam implementasi
kehidupan, dengan sasaran digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan
sebagai pedoman  dalam kehidupan  sehari-hari  melalui  strategi
mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas
nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan dalam penurunan kriminalitas danpenyakit

masyarakat;

Mendorong harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama, dengan sasaran:

a. Terselenggaranya aktivitas lintas agama, dengan strategi Mewujudkan

pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar

agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal; dan

b. Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama,

3.

D.

dengan stratgei Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan

melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media;

Mendorong peran lembaga-lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan
dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat, dengan sasaran meningkatnya
peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas
pembangunan masyarakat melalui strategi memfasilitasi lembaga keagamaan dan
kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya
pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya
melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk
didalam lembaga keagamaan tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan
seperti Diniyah Takmiliyah dengan kontribusinya pada pembangunan sumber daya

manusia dan karakter.

Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara

khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Terdapat

enam bidang prioritas yang menjadi agenda terdepan pembangunan di Kota Bogor

dalam periode 2015 — 2019. Keenam bidang prioritas tersebut adalah:
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1. Penataan Transportasi Dan Angkutan Umum

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kota Bogor 2015 — 2019, pelaksanaan pembangunan transportasi
tertuang dalam Misi-3, yaitu menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan,
yang bertujuan mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan
umum massal, pejalan kaki dan pesepeda.

Sasaran penanganan bidang prioritas penataan Transportasi dan angkutan
umum:

1. Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah

lingkungan;

2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda;

dan

3. Berkurangnya kemacetan.

Arah kebijakan penanganan transportasi dan angkutan umum Misi ketiga RPJMD
2015-2019 adalah

1. mewujudkan sistem pergerakan yang efesien dan ramah lingkungan
berdasarkan pada peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah
bagi setiap kalangan;

2. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama program
sustainable Urban Transport Improvement Project (SUTIP GIZ) akan menjadi
percontohan untuk dikembangkan selanjutnya pengembangan jalur pesepeda
akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam
proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai; dan

3. Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan
pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan
pengembangan kawasan parker (Park on ride). Pengadaan gedung parker
pada pusat kota akan memanfaatkan akuisisi lahan dan land banking. Upaya

ini diiringi dengan peningkatan penggunaannon-motorized transport.

Penataan transportasi dan angkutan umum akan diwujudkan dengan lima program
yang akan dilaksanakan pada kurun waktu RPIJMD 2015-2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Angkutan;

2. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi;

3. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
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4. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi; dan

5. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPIJMD) Kota Bogor 2015 — 2019, pelaksanaan pembangunan transportasi

tertuang dalam Misi-2, yaitu Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur, yang

bertujuan:

Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan
berperilaku sehat;

Meningkatkan kualitas permukiman;

Meningkatkan ketahanan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS);

Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang

layak;

Sasaran penanganan bidang prioritas penanggulangan kemiskinan adalah

sebagai berikut:

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan;
Berkurangnya kawasan permukiman kumuh;

Tertangani dan terfasilitasinya kelompok penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS);

Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin; dan

Terjaminya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat.

Arah kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan Misi kedua RPJMD
2015-2019 adalah:

Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin
terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan
program nasional khususnya BPJS;

Menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif
dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program

jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup;
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e Melakukan pembinaan terhadap kelompok PMKS sehingga menjadi warga

yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada
serta program-program jangka pendek yang menekankan pada peningkatan
taraf hidup warga miskin dan kelompok PMKS;

Mengembangan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan
keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang up-to-

date dan iklim bekerja; dan

¢ Meningkatkan ketersediaan bahan pangan.

Penanggulangan kemiskinan kota Bogor difokuskan pada pemenuhan hak dasar

dengan sasaran pada tiga kategori miskin (miskin, hampir miskin, dan rentan

miskin). Terdapat 20 program pemerintah Kota Bogor dalam RPJMD yang

mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini yaitu:

1.
2.
3.

© ©o N o o

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
Upaya Kesehatan Masyarakat;

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;

Perbaikan Gizi Masyarakat;

Peningkatan Ketahanan Pangan;

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
Pendidikan Menengah,;

10. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

11.Peningkatan Kesempatan Kerja;

12.Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

13.Lingkungan Sehat Perumahan;

14.Pengembangan Lingkungan Sehat;

15.Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Lainnya;

16.Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
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17.Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba
dan penyakit sosial lainnya);

18.Pembinaan Anak Terlantar;
19. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan

20.Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

3. Penataan Ruang Publik, Pedestrian,Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Lainnya.
Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Lainnya tertuang dalam misi ke-3 (tiga) dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, yaitu
menjadikan Bogor Kota yang Berwawasan Lingkungan dengan tujuan

meningkatkan kualitas penataan ruang.

Sasaran Misi ketiga RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019:

a. Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan;

b. Meningkatnya implementasi rencana tataruang dan kendali terhadap pemanfaat
ruang; dan

c. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) kota.

Arah Kebijakan penanganan Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Misi ketiga RPJMD Kota Bogor 2015-2019 asalah

sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan
kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian;
dan

2. Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan
aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalisasikan fungsi Ruang Terbuka
Hijau (RTH) eksisting.

Penanganan penataan ruang publik, pedestrian, taman dan RTH dilaksanakan

melalui program sebagi berikut:

1. Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda; dan

2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
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4. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan untuk
Meningkatkan kualitas penataan ruang yang bersih, indah dan nyaman dengan
PKL berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Sasaran Tertatanya
Pedagang Kaki Lima serta pasar tradisional dan Meningkatnya luasan dan
kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

Arah Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Misi

ketiga RPJMD Kota Bogor 2015-2019 asalah sebagai berikut:

e Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatan
aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalisasikan fungsi Ruang Terbuka
Hijau (RTH) eksisting;

e Membangun pangkalan data PKL yang digunakan sebagai basis dalam
melakukan identifikasi dan pembatasan jumlah pedagang, disertai dengan
pendekatan humanis secara kelembagaan;

¢ Mengembangkan sistem monitoring, pengendalian, dan penindakan bagi PKL
yang melanggar;

¢ Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi PKL melalui zoning and timing
regulations; dan

¢ Revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya relokasi PKL dan menarik minat

pengunjung.

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilaksanakan melalui

program sebagi berikut:

1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan

2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

5. Penanganan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, penanganan persampahan dan
kebersihan kota tertuang dalam Misi-3, yaitu menjadikan Kota Bogor sebagai kota
yang berwawasan lingkungan, yang bertujuan menerapkan pengelolaan sampah

yang terpadu dan berkelanjutan.
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Sasaran Misi ketiga RPIJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019:

1.
2.

Meningkatnya pelayanan persampahan;

Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce, Recycle);
dan

Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup

masyarakat.

Arah kebijakan penanganan pelayanan persampahan dan kebersihan kota pada
Misi Ketiga RPIMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antar daerah untuk
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem
sanitary landfill serta pelayanan pengangkutan sampah; dan

Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (Reuse, Reduce,
Recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan
kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT,
RW, dan Kelurahan. Maka dalam penerapan budaya di masyarakat, peran
dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank
sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai

pada wilayah percontohan yang ditentukan.

Penanganan pelayanan persampahan dan kebersihan kota dilaksanakan melalui

program sebagai berikut:

1.

2
3.
4

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA;
Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R; dan

Pengembangan Lingkungan Sehat.

6. Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi

Program Prioritas Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan

dua misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bogor 2015-2019. Misi-misi tersebut adalah Misi ke-1 yaitu: Menjadikan Bogor

Kota yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Misi

Ke-5 yaitu: Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Transparan. Sedangkan
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Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020



Laporan Keterangan Pertanggunjawaban
(LKPJ) Walikota Bogor
Tahun 2019

tujuan yang ingin dicapai dalam misi-misi tersebut adalah: meningkatkan
implementasi e-government dan mendorong proses pengambilan keputusan publik
yang cerdas (Misi ke-1), serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (Misi
ke-2).

Transformasi budaya dan reformasi birokrasi memerlukan penanganan yang cukup
serius pada semua permasalahan struktural dan budaya/kultur. Soal struktural
lebih mudah untuk ditangani karena penyelesaiannya di level kebijakan saja, akan

tetapi soal kultural merupakan tantangan tersendiri.

Mengubah budaya ini harus diawali dengan menerapkan sistem yang baik dan
mampu memaksa anggota sistemnya untuk berperilaku sebagaimana digariskan.
Mengawali pembentukan kebiasaan baru adalah dengan pemaksaan, dan
pemaksaan yang elegan (bukan arogan), adalah pemaksaan melalui sebuah

sistem.

Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melaksanakan transformasi budaya dan
reformasi birokrasi antara lain: penempatan jabatan secara terbuka dengan
kualifikasi yang terstandarisasi, pengembangan mekanisme insentif sebagai
motivasi ekstra bagi aparatur sipil Negara, meningkatkan transparansi pengelolaan
keuangan daerah, serta penerapan e-government untuk meningkatkan pelayanan

publik, transparansi, dan kepastian.

Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui program
sebagi berikut:

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Penataan Tata Laksana;

Penataan dan Penguatan Organisasi;

Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan;

Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;

© o N o o~ DN

Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa;

=
©

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH;
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11.
12.
13.

E.

Data Umum Daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah; dan

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kota Bogor berada pada posisi diantara 106 derajat
43’30”BT-106 derajat 51'00"BT dan 30°’30” LS-6 derajat 41°00” LS, atau kurang

lebih 60 Km ke arah Selatan ibukota Jakarta, dengan luas wilayahnya

mencapai 118.50 km? atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa

Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan yang berbatasan dengan

wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

= Sebelah Utara

= Sebelah Timur

= Sebelah Barat

= Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan

Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Bogor.

: Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten

Bogor.

: Kecamatan Dramaga, Kecamatan Kemang dan

Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

: Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten

Bogor.

Kota Bogor merupakan kota yang sangat strategis karena berada di tengah-

tengah Kabupaten Bogor. Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur

berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi antara 190 m sampai

dengan 350 m di atas permukaan laut. Seluas 1.763,94 Ha merupakan lahan

datar dengan kemiringan berkisar 0-2%, seluas 891,27 Ha merupakan lahan

landai dengan kemiringan berkisar 2-15%, seluas 109,89 Ha merupakan lahan

agak curam dengan kemiringan 15-125%, seluas 764,96 Ha merupakan lahan

curam dengan kemiringan 25-40%, dan lahan sangat curam seluas 119,94 Ha

dengan kemiringan lebih dari 40%.
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Berdasarkan hasil foto udara citra landsat, diketahui sebagian dari total wilayah
Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah
Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah
Kecamatan Bogor Tengabh.

Udara di Kota Bogor cukup sejuk dengan suhu udara rata-rata tiap bulannya
mencapai 26°C, dengan suhu terendah 21°C dan suhu tertinggi 34° C. Suhu
seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata
3.045 per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 79,0 — 652,0 mm
dengan rata-rata hujan 14 hari per bulan dan kelembaban udara 80%.
Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 4,3 km/jam dengan arah Timur

Laut.

Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat.
Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan
lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada
umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar
debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas
persyaratan ambang batas yang ditentukan.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor
kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti
sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria
baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di
bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya
cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri koli

sedikit diatas kriteria yang disyaratkan.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bogor Jumlah Penduduk Tahun 2019 mencapai jumlah
1.041.901 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Bogor Barat
sebanyak 236.777 atau 22,72% sedangkan untuk jumlah penduduk terendah
terdapat di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 102.879 atau 9,87% dari Total
Jumlah Penduduk.
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Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Bogor

Penduduk
Kecamatan/Subdistricts RSl (Oran(gp)(/;sg:)latlon
Km2 % Jumlah %
Bogor Selatan 30,81 26,00 200.144 19,20
Bogor Timur 10,15 8,57 102.879 9,87
Bogor Utara 17,72 14,95 187.429 17,98
Bogor Tengah 8,13 6,89 105.388 10,11
Bogor Barat 32,85 27,72 236.777 22,72
Tanah Sareal 18,84 15,90 209.284 20,08
1.041.901

Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan baik dengan
melaksanakan urusan wajib maupun urusan pilihan, baik urusan yang diurus
langsung dalam tataran otonomi maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
serta hasil partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, telah
mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Bogor. Hal ini
tercermin antara lain dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
pada tahun 2018 mencapai 75,66, meningkat 50 basis poin dari IPM yang dicapai
pada tahun 2017 yang berada pada titik 75,16 atau peringkat 5 pencapaian IPM

Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Barat.

3. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Bogor, Pertumbuhan
perekonomian Kota Bogor Tahun 2017 masih didukung oleh aktivitas 17
sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian; Pertambangan dan Penggalian;
industri pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan;
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa
keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi
Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib; Jasa Pendidikan; Jasa
kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada Tahun 2018
meningkat dibanding tahun 2017, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh
meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari

pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bogor Tahun 2018 atas dasar harga
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konstan 2010 mencapai 30,414 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar
1,75 triliun dari 28,655 triliun rupiah pada tahun 2017.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2018
dibandingkan tahun 2017 disebabkan karena melambatnya beberapa
lapangan usaha seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri
Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
Konstruksi;Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan
makan minum; jasa keuangan dan asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan,
administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan social wajib, jasa
pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan social.

Sementara itu penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian, Pengadaan Listrik dan gas, Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Motor, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa lainnya. juga
turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada
tahun 2018.

a. Potensi Unggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh jasa kesehatan dan kegiatan
sosial yaitu sebesar 13,85 persen. Dari 17 lapangan usaha yang ada,
sebanyak 12 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif namun
lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Sedangkan 5 (lima) lapangan
usaha mengalami pertumbuhan negatif vyaitu Pertambangan dan
Penggalian, Pengadaan Listrik dan gas, Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Motor, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa lainnya.

Sedangkan dua belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif
kurang dari 5 (lima) persen adalah Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan
sebesar 0,99 persen, Industri Pengolahan sebesar 2,47 persen, Pengadaan
Air,Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,74 persen,
Konstruksi sebesar 0,39 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar
0,16 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,29
persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,11 persen, Real Estate
sebesar 0,47 persen, Jasa Perusahaan sebesar 1,64 persen, Administrasi

Pemerintahan,Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,92 persen,
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Jasa pendidikan sebesar 0,33 persen, dan jasa kesehatan dan kegiatan

sosial sebesar 2,08 persen.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2018 (Persentase)

Kode PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Sektor Lapangan Usaha/Industry 2014 2015 2016 2017* 2018**
(1) (2 3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian,Kehutanan, 2,02 2,02 2,22 1,26 2,25
dan Perikanan
B Pertambangan & Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Industri Pengolahan 5,53 6,12 5,48 4,74 7,21
D Pengadaan Listrik dan Gas 4,54 -12,37 0,55 -7,88 -2,85
E Pengadaan Air, 8,44 5,48 4,23 2,40 5,14
Pengolahan sampah
Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 5,49 5,65 5,70 7,52 7,91
G Perdagangan Besar dan 4,94 5,27 571 5,58 2,99
Eceran, Reparasi Mobil dan
Motor
H Transportasi dan 5,64 9,69 8,29 7,45 7,61
Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan 5,64 5,70 8,05 7,78 9,07
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 18,69 18,58 12,36 13,40 9,15
K Jasa Keuangan dan 3,71 4,34 10,17 5,65 6,76
Asuransi
L Real Estate 7,15 5,70 8,10 6,46 6,93
M,N Jasa Perusahaan 4,50 8,27 8,39 5,46 7,10
(@] Administrasi 2,61 2,72 2,30 1,14 2,06
Pemerintahan,Pertanahan
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 11,82 9,45 7,48 6,99 7,32
Q Jasa Kesehatan dan 13,30 11,91 8,98 11,77 13,85
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 5,20 8,41 8,25 9,69 4,93
Produk Domestik Regional Bruto 6,01 6,14 6,73 6,12 6,14

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Berdasarkan data yang dimiliki BPS, PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga
Berlaku pada tahun 2018 telah mencapai Rp 42.216.286.600 meningkat
8,77% dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp 38.506.500.000 Sedangkan
PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp 30.413.574.600 meningkat
dibanding pencapaian pada tahun 2017 sebesar Rp 28.654.970,950
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Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga
Konstan (2010) Tahun 2013- 2017 (miliar Rupiah)

No. Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga Konstan
1 2014 29.147,2 23.835,31
2 2015 32.364,9 25.298,60
3 2016%) 35.400,8 27.002,25
4 2017**) 38.478,5 28.654,97
5 2018**) 42.216,3 30.413,57

*) Angka Sementara **) Angka sangat Sementara

Peningkatan di bidang Ekonomi juga terlihat dari pencapaian PDRB per
kapita atas dasar harga berlaku Kota Bogor dimana Nilai PDRB per kapita
Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018
senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat
sebesar 28,28 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2018 mencapai 38,49 juta rupiah (lihat tabel 1.5). Kenaikan
angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi
oleh faktor inflasi. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per
kapita tahun 2019 belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan Badan
Pusat Statistik (BPS) selaku lembaga yang melakukan perhitungan indikator
dimaksud, sampai dengan laporan ini disusun masih  belum
mempublikasikan data realisasi tahun 2019. PDRB per kapita merupakan
pembagian dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah
penduduk dalam periode waktu yang sama, sebagai salah satu cara untuk
mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu,
besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.
Berdasarkan PDRB per Kapita dapat diketahui besarnya pengeluaran setiap
penduduk di suatu daerah.

Tabel 1.4
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kota Bogor
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah

No. Uraian 2014 2015 2016 2017+ | 2018%)
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 28,28 30,88 33,25 35,62 38,49
2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 23,12 24,14 25,36 26,51 27,73
(2010)
3 Pertumbuhan PDRB per Kapita 4,19 4,40 5,05 4,52 4,60
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PENJABARAN APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat
dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai
rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dihasilkan
suatu kebijakan keuangan daerah yang akurat dan cermat serta tepat sasaran.
Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa
dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan

manajemen yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi
dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan
sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Menurut
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai

fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman
untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber

daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
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5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah;

Selain itu, APBD juga merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin
dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun
belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang
mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan
taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar
sesuai prosedur. Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip
disiplin anggaran.

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional,
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah
dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum
tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas

Umum Daerah;

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan
ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara
tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran
adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan

penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Capaian yang diperoleh Pemerintah Kota Bogor dalam Tahun 2019 dalam

Pengelolaan Keuangan antara lain:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tetapkan Tepat Waktu
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2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Tahun Anggaran
2019

3. Pemberian Dana Insentif Daerah Oleh Pemerintah Pusat dimana DID adalah dana
yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (reward) kepada
provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan
fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
A. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
secara umum disusun dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 -2019 yaitu “Kota
Bogor yang nyaman, beriman dan transparan.” dengan mengakomodir arah
kebijakan tahun ke-4 yang tercantum Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk setiap urusan
pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi
belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi
yang mendasarinya. Asumsi yang mendasari Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 mempertimbangkan ekonomi makro

dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa asumsi yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan
dan penyusunan program dasar dan prioritas pembangunan tahun 2019, antara
lain adalah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib
terkait pelayanan dasar yang ditetapkan degan standar pelayanan minimal serta
berpedoman pada standar teknis harga satuan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;
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2.

Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran
2019, pemerintah Kota Bogor akan memperhatikan bahwa dana BOS yang
bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Untuk dana
BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program
dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah Kota Bogor
mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2)
Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peningkatan pelayanan
dasar kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang harus ditangani di tahun
2019 terutama aksesibilitas masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan
yang disinergikan dengan program nasional khususnya BPJS, peningkatan
layanan puskesmas, penambahan sumber SDM tenaga medis dan non medis di
tingkat Puskesmas, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan daerah
untuk masyarakat miskin yang belum tercakup oleh skema BPJS, sarana
prasarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang diorientasikan pada
upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, jangkauan
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta penyediaan jaminan pelayanan
kesehatan. Sementara dalam RPJMD Kota Bogor 2015- 2019, telah ditargetkan
bahwa pada akhir tahun 2019, angka kematian bayi di Kota Bogor mencapai 3
kasus per 1000 kelahiran hidup. Target tersebut jauh melebihi target yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama kemitraan strategis antar
pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah
untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan
efisien, pemerintah Kota Bogor dapat menganggarkan program dan kegiatan
melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
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Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan

perundang-undangan lainnya;

6. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

yang telah ditutup;
7. Peningkatan proporsi belanja modal dari tahun sebelumnya;

8. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;

9. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
(SILPA) 2019 hasil audit BPK-RI;

10.Menyesuaikan perubahan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018;

11.Menyesuaikan perubahan kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

abtuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

12.Kebutuhan Belanja dengan kebutuhan mendesak dengan kiteria program dan
kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah

dan masyarakat;

13.Penambahan dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program

dan/atau antar jenis belanja untuk beberapa kegiatan yang sudah terakomodir
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dalam APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dikarenakan perubahan

perencanaan dalam pelaksanaannya; dan

14.Diberlakukannya Tunjangan Kinerja Daerah untuk Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka urusan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan
perencanaan pendapatan daerah Kota Bogor selalu diarahkan pada
peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong
peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan

menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya
tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada
pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu harus ditempuh sejumlah langkah-
langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga
dapat membiayai pelaksanaan program / kegiatan pemerintahan daerah

secara optimal.

Berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, struktur Pendapatan Daerah  dikelompokkan atas :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rencana penetapan
penerimaan anggaran pendapatan daerah tahun 2019 sebagaimana pada

tahun - tahun sebelumnya masih akan didominasi oleh penerimaan yang
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berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil
Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Meski demikian, peletakan dasar-dasar penetapan arah kebijakan
pendapataan daerah tetap konsisten dan difokuskan pada upaya untuk
semakin memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga PAD
Kota Bogor ke depannya diharapkan mampu menjadi tulang punggung
pembiayaan daerah yang mandiri, stabil dan berkemampuan sesuai dengan
potensi yang dimiliki daerah.

Secara rinci kebijakan perencanaan pendapatan daerah sebagai berikut

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, bahwa pada tahun 2016 telah
dikeluarkan beberapa kebijakan diantaranya :

a. Penyesuaian terhadap Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2 dengan
asumsi dapat meningkatkan rasa keadilan diantara para wajib pajak,
sekaligus dapat mendekati nilai jual obyek pajak dengan harga pasar;

b. Pengurangan pembayaran PBB-P2 sampai dengan 100 % bagi warga
miskin yang meiliki SPPT PBB-P2 sampai dengan Rp. 100.000
(seratus ribu rupiah);

c. Pemeliharaan basis data PBB-P2 dengan melakukan pemetaan di 68
Kelurahan;

d. Evaluasi pemberian pengurangan PBB-P2 kepada pensiunan, warga
berpenghasilan rendah serta wajib pajak yang mengalami kenaikan
ketetapan pajak di atas 100 %, sebagai antisipasi penyesuaan Nilai
Obyek Pajak (NJOP);

2. Menyesuaikan terhadap tarif pajak penerangan jalan yang semula
sebesar 3 % naik menjadi 5 %, terkait dengan penyesuaian tersebut
dilakukan penyusunan Peraturan Daerah  tentang Tarif Pajak
Penerangan;

Memantapkan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;

Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;

Meningkatkan koordinasi  sinergis dengan Pemerintah  Pusat,

Provinsi dan OPD Penghasil;
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6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya
peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan
retribusi daerabh;

8. Meningkatkan peran OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan
pendapatan;

9. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah; dan

10. Memberikan penghargaan kepada OPD penghasil yang memenuhi atau
melebihi target pencapaian retribusi, serta Kecamatan dan Kelurahan
yang memenuhi atau melebihi target pencapaian PBB.

Adapun  kebijakan  pendapatan untuk meningkatkan Dana
Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah
sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
(PPh OPDN, PPh Pasal 21);

2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan
pembagian dalam Dana Perimbangan; dan

3. Meningkatkan  koordinasi dengan  Pemerintah  Pusat dalam
pelaksanaan Dana Perimbangan.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional
serta memperhatikan realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019,
terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD
Kota Bogor Tahun 2019 diarahkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah khususnya PBB P2 dengan
melakukan Persiapan Penerapan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan,
dengan struktur tarif yang lebih adil dan seimbang, menaikkan Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari 15jt menjadi 50jt, dan
tarif 0% bagi Wajib Pajak dengan NJOP s/d Rp.100.000.000,-
Selanjutnya adalah pemutakhiran data Wajib Pajak dalam rangka
persiapan E-SPPT PBB P2 Tahun 2019;
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2. Optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi dalam pengelolaan
pendapatan asli daerah;

3. Penguatan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan pajak dan retribusi
daerah;
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
Meningkatkan koordinasi sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Perangkat Daerah Penghasil;

6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya
peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat
sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak dan retribusi daerah;

8. Meningkatkan peran  Perangkat Daerah Penghasil  dalam
peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan

9. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah terhadap APBD Kota Bogor
Tahun 2019 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah
triwulan Il Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Bogor tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2019.

2. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja Daerah,
meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam

pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam
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membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Besarnya anggaran
belanja disesuaikan dengan besarnya anggaran pendapatan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan
berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang
selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai
dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan
anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah,
prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa
penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (pemerintah  kota)
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.  Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang
sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015.

Pengalokasian Belanja  Daerah oleh Pemerintah Kota Bogor untuk
Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro,
kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan dan
mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Belanja langsung diarahkan sesuai dengan kebijakan belanja daerah
tahun 2019 yang diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang
proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

a. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (welfare state) oleh karena
itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi

pada masyarakat;
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b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola
penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan program
pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;

c. Mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam ) prioritas Pembangunan yaitu:
1. Penataan transportasi dan angkutan umum,;

2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota;

3. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan
strategi;

4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau
(RTH);

5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi; dan

6. Penanggulangan Kemiskinan;

d. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan
berkeadilan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan
kemiskinan dan pencapaian target MDGs serta kebijakan pembangunan
pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat;

e. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan
variable cost secara terukur dan terarah;

f. Peningkatan efektivitas penggunaan dana PDPMK oleh masyarakat dalam
mendukung kualitas pelayanan publik dan sinkronisasi implementasi
antara rencana pembangunan Kota Bogor dengan masyarakat melalui
kelurahan; dan

g. Mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan Kota Bogor.

Kemudian untuk komponen yang termasuk dalam anggaran Belanja

Tidak Langsung (BTL), yang masing- masing komponen belanja dimaksud

adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai
a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri
Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji
keempat belas; dan
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b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

2. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya

produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh
masyarakat.
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Pemberian hibah sebagaimana ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat. Belanja hibah dan bantuan bansos dianggarkan sesuai
dengan kemampun keuangan daerah dan setelah memenuhi urusan wajib

(pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) dan pilihan. Pemberian Hibah

dapat diberikan kepada :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Lainnya;

c. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

e. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.

Pemberian Bantuan sosial berupa  uang/barang kepada individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.
4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan untuk pemberian

bantuan terkait penanganan bencana alam, pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah, dan kebutuhan mendesak lainnya.
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3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan menutupi
selisin antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah
lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit
dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah
lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang
surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu,

Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Kebijakan pembiayaan dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa
kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi
pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan

antisipasi dan dapat ditempuh melalui:

a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan

sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya.

b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari dalam maupun luar negeri atau dalam
bentuk pinjaman lainnya digunakan untuk membiayai pembangunan

infrastruktur publik terutama pelayanan air minum.

Kemudian untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi
penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman

daerah.
B. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan Laporan Keuangan
Kota Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bogor dan
Peraturan Walikota Bogor Nomor 130 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Bogor.
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Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,

antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan
termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebutkebijakan akuntansi ini
menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan,
pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan
keuangan.Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual.
Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan

peristiwa-peristiwa yang lain,mempedomani standar akuntansi pemerintahan.
1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.
Entitaspelaporanyaitupemerintah  daerah,sedangkanentitas akuntansi yaitu
SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
adalah basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan
basis kas.

3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam
laporan keuangan menggunakan nilai pelaporan historis. Aset dicatat sebagai
pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
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4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada
Dalam SAP

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor, format laporan
keuangan yang digunakan terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo lebih ; c. Neraca, d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); f. Arus Kas; dan d. Catatan atas
Laporan Keuangan. Terdapat enam transaksi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Bogor, yang terdiri dari akuntansi pendapatan, akuntansi
belanja, akuntansi aset, akuntansi pembiayaan, akuntansi ekuitas dana, dan
akuntansi selain kas. Akuntansi Pendapatan Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan
didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali". Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,
mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari kedua definisi tersebut jelas
terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambabh nilai
ekuitas dana pemerintah. Sebagai SKPKD, maka kelompok pendapatan yang
menjadi kewenangannya adalah Dana Perimbangan (pendapatan transfer)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sabh.
Kebijakan akuntansi yang penting disajikan dibawah ini:

1). Prinsip penyusunan Neraca Daerah sesuai dengan acuan tersebut di atas

adalah prinsip substansi mendahului formalitas (Substance over Form);

2). Asas akuntansi yang digunakan dalam penyusunan neraca adalah kas
yang dimodifikasi/akrual yang dimodifikasi (modified cash basis/modified
accrual basis) atau disebut dengan basis kas menuju akrual (cash toward

accrual);
3). Periode akuntansi yang digunakan adalah tahun anggaran;

4). Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta

dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian
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sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai,
danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta

peninggalan sejarah seperti candi; dan
5). Pos-Pos Neraca.
C. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 2.559.857.207.793,86
atau 96,97% dari target pendapatan tahun 2018 sebesar
2.639.970.560.688,00. Realisasi Pendapatan sebesar
Rp2.559.857.207.793,86 sudah termasuk Pendapatan Dana Kapitasi
pada FKTP dan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 adalah sebesar
Rp. 1.015.884.216.919,86 atau mencapai 104,45% dari target
pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar Rp.
972.607.288.978,00. Pendapatan sebesar Rp.
1.015.884.216.919,86 tersebut terdiri dari:

e Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.
689.543.006.040,00atau 106,98% dari target sebesar
Rp. 644.546.554.586,00 Pendapatan Pajak Daerah
sebesar Rp. 689.543.006.040,00 terdiri dari terdiri

dari:
- Pajak Hotel 95.247.182.735,00
- Pajak Restoran 153.467.175.721,00
- Pajak Hiburan 33.017.933.672,00
- Pajak Reklame 11.708.055.331,00
- Pajak Penerangan Jalan 53.438.870.690,00
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- Pajak Parkir 15.424.581.199,00
- Pajak Air Bawah Tanah 4.665.857.092,00

- Pajak Bumi dan Bangunan 144.563.137.359,00
(PBB)

- Pajak Bea Perolehan Hak 178.010.212.241,00
atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

Jumlah Rp. 689.543.006.040,00
e Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.
51.362.153.192,00 atau 96,10% dari target sebesar Rp.
53.446.789.400,00. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar
Rp. 51.362.153.192,00 terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 24.605.960.222,00

meliputi:

- Retribusi Pelayanan 9.129.454.647,00
Kesehatan — Puskesmas

- Retribusi Pelayanan 10.314.145.250,00
Persampahan/Kebersihan

- Retribusi Pelayanan 570.265.625,00
Penguburan/Pemakaman

- Retribusi Pelayanan Parkir 2.716.141.000,00
Di Tepi Jalan Umum

- Retribusi PKB - Mobil 478.347.600,00
Penumpang — Minibus

- Retribusi PKB - Mobil Bus — 21.717.800,00
Microbus

- Retribusi PKB - Mobil Bus — 22.521.200,00
Bus

- Retribusi PKB - Mobil 753.811.800,00

Barang/ Beban - Pick Up

- Retribusi PKB - Mobil 332.964.400,00
Barang/ Beban - Light Truck
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- Retribusi PKB - Mobil 23.908.800,00
Barang/ Beban - Truck

- Retribusi Pelayanan 91.794.500,00
Pemeriksaan dan/atau
Pengujian Alat Pemadam
Kebakaran

- Retribusi Pelayanan 150.887.600,00
Tera/Tera Ulang

Jumlah Rp. 24.605.960.222,00

Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 8.547.456.350,00 terdiri
dari:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan 5.458.829.990,00
Daerah - Penyewaan Tanah dan
Bangunan

- Retribusi Pemakaian Kekayaan 131.000.000,00
Daerah - Kendaraan Bermotor

- Retribusi Terminal - Tempat 14.255.000,00
Kegiatan Usaha

- Retribusi Terminal - Fasilitas 732.533.000,00
Lainnya di Lingkungan Terminal

- Retribusi Tempat Khusus Parkir 150.281.000,00

- Retribusi Pemeriksaan 47.489.500,00
Kesehatan Hewan Sebelum
Dipotong

- Retribusi Pemeriksaan 517.868.640,00
Kesehatan Hewan Sesudah
Dipotong

- Retribusi Pelayanan Tempat 1.282.452.500,00
Olahraga

- Retribusi Pengolahan Limbah 30.698.720,00
Cair Rumah Tangga

- Retribusi Penyediaan dan/atau 182.050.000,00
Penyedotan Kakus

Jumlah Rp. 8.547.456.350
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Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.
18.208.736.620,00 terdiri dari :
- Retribusi I1zin Mendirikan 17.517.398.120,00
Bangunan
- Retribusi Pemberian I1zin 318.137.500,00
Trayek kepada Orang Pribadi
- Retribusi Pemberian 373.201.000,00

Perpanjangan IMTA kepada
Pemberi Kerja Tenaga Kerja
Asing

Jumlah Rp. 18.208.736.620,00

e Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 28.241.844.911,00
atau 100,56% dari target sebesar Rp. 28.083.707.761,00.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sebesar Rp. 28.241.844.911,00 merupakan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD, yang terdiri dari:

- Bagian Laba Atas 19.684.735.000,00
Penyertaan Modal Pada
PDAM

- Bagian Laba atas Penyertaan  4.178.360.124,00
Modal pada Bank Jabar
Banten

- Bagian Laba atas Penyertaan  4.220.612.637,00
Modal pada BPR

- Bagian Laba atas Penyertaan 158.137.150,00
Modal pada PD. Pasar
Pakuan Jaya

Jumlah Rp. 29.241.844.911,00
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e Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.
246.737.212.776,86 atau 100,08 % dari target sebesar
Rp. 246.530.237.231,00. Realisasi lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah sebesar Rp. 246.737.212.776,86 terdiri

dari:

- Hasil Penjualan Aset Daerah 42.756.885,00
yang Tidak Dipisahkan

- Penerimaan Jasa Giro 12.530.596.605,00

- Tuntutan Ganti Kerugian 49.303.200
Daerah (TGR)

- Pendapatan Denda 115.748.512,00
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan

- Pendapatan Denda Pajak 6.254.155.598,00

- Pendapatan Denda Retribusi 39.273.363,00

- Pendapatan Dari 3.450.887.877,00
Pengembalian

- Hasil dari Pemanfaatan 499.973.400,00
Kekayaan Daerah

- Pendapatan BLUD 171.573.201.544,86

- Pendapatan Denda Atas 7.000.000,00

Pelanggaran Perda

- Pendapatan Dana Kapitasi 44. .165.589.650,00

JKN

- Kontribusi Kebun Raya 1.134.955.000,00
Bogor

- Penerimaan Bunga atas 6.578.046.142,00

Penerusan Pinjaman

- Sewa Rusunawa 295.725.000,00

Jumlah Rp. 246.737.212.776,86
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2. Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan tahun 2019 sebesar Rp.
1.106.494.405.814,00 atau 95,21 % dari target pendapatan tahun
2019 sebesar Rp 1.162.190.020.000,00, terdiri dari:

e Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar
Rp. 77.654.424.279,00 mencapai 76,48% dari target
sebesar Rp. 101.530.292.000,00 terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak 48.918.114.870,00

- Bagi Hasil Bukan 28.736.309.409,00
Pajak/Sumber Daya Alam

Jumlah Rp. 77.654.424.279,00

e Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana  Alokasi Umum  sebesar Rp.
838.948.449.000,00 mencapai 97,97% dari target sebesar
Rp. 856.297.349.000,00

e Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.
189.891.532.535,00 atau 92,92% dari target sebesar Rp.
204.362.379.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.
437.478.585.060,00 atau sebesar 86,60% dari yang dianggarkan
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sebesar Rp. 505.173.251.710,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah sebesar Rp. 437.478.585.060,00 terdiri dari:

- Pendapatan Hibah Dana 19.465.400.000,00
BOS SMP Negeri

- Pendapatan Hibah Dana 15.303.840.000,00
BOS SD Negeri di wilayah
Kecamatan Bogor Barat

- Pendapatan Hibah Dana 7.276.720.000,00
BOS SD Negeri di wilayah
Kecamatan Bogor Timur

- Pendapatan Hibah Dana 10.483.680.000,00
BOS SD Negeri di wilayah
Kecamatan Bogor Tengah

- Pendapatan Hibah Dana 10.850.840.000,00
BOS SD Negeri di wilayah
Kecamatan Bogor Utara

- Pendapatan Hibah Dana 13.229.600.000,00
BOS SD Negeri di wilayah
Kecamatan Bogor Selatan

- Pendapatan Hibah Dana 11.718.560.000,00
BOS SD Negeri di wilayah
Kecamatan Tanah Sareal

- Dana Bagi Hasil Pajak Dari 252.139.954.160
Provinsi

- Bantuan Keuangan Dari 55.936.979.900,00
Provinsi

- Dana Insentif Daerah 41.073.011.000,00

Jumlah Rp. 437.478.585.060,00
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D. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja tahun 2019 adalah sebesar
Rp. 2,528.507.371.799,19 atau 87,91% dari Anggaran Belanja tahun
2019 sebesar Rp. 2.876.375.978.791,52. Penghematan realisasi
belanja tahun 2019 terdapat pada semua pos belanja. Penjelasan
selanjutnya dari realisasi pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2019 adalah sebesar
Rp. 1.080.707.776.909,00 atau 89,11% dari anggaran
tahun 2019 sebesar Rp. 1.212.734.451.865,52 Realisasi
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.080.707.776.909,00

terdiri dari:
e Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)

Realisasi Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)
sebesar Rp.873.107.978.517,00atau 91,33% dari
anggaran sebesar Rp. 956.014.994.291,71 Realisasi
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) sebesar
Rp. 873.107.978.517,00 terdiri dari :

- Belanja Gaji dan 480.807.837.587,00
Tunjangan
- Belanja Tambahan 430.063.148.526,00

Penghasilan PNS

- Belanja Penerimaan 9.934.860.000,00
lainnya  Pimpinan  dan

anggota DPRD  serta

KDH/WKDH

- Biaya Pemungutan Pajak 25.425.320.280,00
Daerah

Jumlah Rp. 946.231.166.393,00
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e Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp. 6.578.046.142,00
atau 93,97% dari anggaran  sebesar Rp.
7.000.000.000,00 adalah Belanja Bunga atas Dana
Pinjaman dari International Bank For reconstruction and
Development (atas Dana Pinjaman PDAM Tirta Pakuan
Kota Bogor) serta Belanja Bunga Utang Pinjaman
Kepada Lembaga Keuangan Bank pada Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD-BLUD).

e Belanja Hibah

Realisasi Hibah sebesar Rp. 79.149.334.000,00 atau
93,01% dari anggaran sebesar Rp. 85.099.234.000,00.
Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan
pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara
selektif dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah. Realisasi Belanja Hibah
sebesar Rp. 79.149.334.000,00 terdiri dari:

- Belanja Hibah 47.098.384.000

- Belanja Hibah Dana 15.510.550.000
BOS

- Belanja Hibah Bidang 7.738.800.000
BOP PAUD

- Belanja Hibah BOP 8.801.600.000
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan

Jumlah Rp. 118.993.313.285,00
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e Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Bantuan Sosial sebesar Rp.
46.743.921.755,00 atau 92,75% dari anggaran sebesar
Rp. 50.399.956.200,00. Belanja Bantuan Sosial, baik
yang terencana maupun tidak terencana
dianggarkan dalam rangka menjalankan  dan
memelihara  fungsi pemerintahan di bidang
kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemberian Bantuan sosial dibatasi jumlahnya dan
diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak
mengikat serta memiliki  kejelasan  peruntukan
penggunaannya dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah.

e Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2019
adalah sebesar Rp. 1.995.853.019,00 atau 38,70% dari
anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 5.157.216.192,00.

terdiri dari:

- Belanja Bantuan 1.023.845.129,00
Keuangan Kepada
Pemerintah
Daerah/Pemerintah Desa
lainnya

- Belanja Bantuan 972.007.890,00
Keuangan kepada Partai
Politik

Jumlah Rp. 1.995.853.019,00

e Belanja Tidak terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 9.455.600,00 atau 0,19% dari anggaran
tahun 2019 sebesar Rp. 4.968.939.487,00.
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2. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung tahun 2019 adalah sebesar Rp.
1.447.799.594.890,19 atau 87,03% dari anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 1.663.641.526.926,00. Realisasi Belanja Langsung
sebesar Rp. 1.447.799.594.890,19 terdiri dari :

e Belanja Pegawai (Belanja Langsung)

Realisasi Belanja Pegawai (Belanja Langsung) sebesar
Rp. 235.660.008.936,00 atau 96,82% dari anggaran
sebesar Rp. 243.403.566.806,00. Realisasi Belanja
Pegawai (Belanja Langsung) sebesar Rp.
235.660.008.936,00, terdiri dari :

- Honorarium PNS 11.859.459.500

- Honorarium Non PNS 121.851.695.045

- Uang Lembur 2.350.190.000

- Honorarium Pengelola 36.275.349.338
Dana BOS

- Honorarium Pengelola 63.323.315.053
Dana BLUD

Jumlah Rp. 235.660.008.936,00

o Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.
711.106.178.176,19 atau 90,03% dari anggaran
sebesar Rp. 789.887.964.541,00. Realisasi Belanja
Barang dan Jasa sebesar Rp. 711.106.178.176,19

terdiri dari :
- Belanja Bahan Pakai 54.014.522.236
Habis
- Belanja Bahan/Material 28.652.169.395
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Belanja Jasa Kantor
Belanja Premi Asuransi

Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor

Belanja Cetak dan
Penggandaan

Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang
[Parkir

Belanja Sewa Sarana
Mobilitas

Belanja Sewa
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor

Belanja Makanan dan
Minuman

Belanja Pakaian Dinas
dan Atributnya

Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Khusus
dan Hari-hari Tertentu

Belanja Perjalanan
Dinas

Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS

Belanja kursus,
pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis
PNS

Belanja Pemeliharaan

Belanja Jasa
Konsultansi

Belanja Barang dan
Jasa Dana BOS

Belanja Barang dan
Jasa BLUD

142.075.683.327
47.939.753.631
27.477.425.210

16.060.426.015

1.912.647.612

451.432.000

4.716.688.007

27.472.472.168

1.657.095.515

3.175.946.095
1.152.019.800

98.925.696.726

69.000.000

9.355.501.800

45.151.691.038
18.517.863.294

69.373.044.080

104.996.686.337,19
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- Belanja Hibah Barang 2.622.584.740

- Belanja Bantuan Sosial 842.198.250
Barang

- Uang Untuk di Berikan 4.493.630.990
Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat

Jumlah Rp. 711.106.178.176,19

o Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2019 adalah sebesar
Rp. 501.033.407.778,00 atau 79,48% dari anggaran
tahun 2019 sebesar Rp. 630.349.995.579,00.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan
atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan tahun 2018
berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan
Penerimaan Kembali Pinjaman, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan digunakan
untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor. Realisasi pembiayaan neto
tahun 2018 adalah sebesar Rp 334.448.086.877,71 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2019 adalah sebesar Rp.
246.306.520.997,52 tersebut bersumber dari :

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp.
256.564.582.703,52;
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2. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 139.752.780.949,00,
merupakan Pinjaman Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah- Badan
Layanan Umum Daerah (RSUD-BLUD); dan

3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.
5.484.766.178,00;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2019 adalah sebesar Rp.
155.495.608.833,00 Jumlah tersebut terdiri dari:

1. Penyertaan Modal pada Bank  Kota Bogor  sebesar
Rp16.000.000.000,00;

2. Pembayaran Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada
Pemerintah yaitu sebesar Rp 5.484.766.178,00; dan

3. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga
Keuangan Bank vyaitu Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp
134.010.842.655,00.

Dalam penyusunan LKPJ Tahun 2019 ini, data yang digunakan belum diaudit oleh
BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni
atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.
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Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tabel 3.1

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019

No Uraian Pagu Anggaran Realisasi Peri:./:;ase
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 972.607.288.978,00 1.015.884.216.919,86 104,45
411 Pendapatan Pajak Daerah 644.546.554.586,00 689.543.006.040,00 106,98
412 Hasil Retribusi Daerah 53.446.789.400,00 51.362.153.192,00 96,10
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 28.083.707.761,00 28.241.844.911,00 100,56
yang Dipisahkan
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 246.530.237.231,00 246.737.212.776,86 100,08
Sah
42 DANA PERIMBANGAN 1.162.190.020.000,00 1.106.494.405.814,00 95,21
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 101.530.292.000,00 77.654.424.279,00 76,48
422 Dana Alokasi Umum 856.297.349.000,00 838.948.449.000,00 97,97
423 Dana Alokasi Khusus 204.362.379.000,00 189.891.532.535,00 92,92
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN 505.173.251.710,00 437.478.585.060,00 86,60
DAERAH YANG SAH
431 Pendapatan Hibah 89.365.600.000,00 88.328.640.000,00 98,84
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 250.615.369.110,00 252.139.954.160,00 100,61
Pemerintah Daerah Lainnya
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 41.073.011.000,00 41.073.011.000,00 100,00
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 124.119.271.600,00 55.936.979.900,00 45,07
Pemerintah Daerah Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN 2.639.970.560.688,00 2.559.857.207.793,86 96,97
5 BELANJA
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.212.734.451.865,52 1.080.707.776.909,00 89,11
511 Belanja Pegawai 1.060.109.105.986,52 946.231.166.393,00 89,26
512 Belanja Bunga 7.000.000.000,00 6.578.046.142,00 93,97
514 Belanja Hibah 85.099.234.000,00 79.149.334.000,00 93,01
515 Belanja Bantuan Sosial 50.399.956.200,00 46.743.921.755,00 92,75
517 Belanja Bantuan Keuangan kepada 5.157.216.192,00 1.995.853.019,00 38,70
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
518 Belanja Tidak Terduga 4.968.939.487,00 9.455.600,00 0,19
52 BELANJA LANGSUNG 1.663.641.526.926,00 1.447.799.594.890,19 87,03
521 Belanja Pegawai 243.403.566.806,00 235.660.008.936,00 96,82
522 Belanja Barang dan Jasa 789.887.964.541,00 711.106.178.176,19 90,03
523 Belanja Modal 630.349.995.579,00 501.033.407.778,00 79,48
JUMLAH BELANJA 2.876.375.978.791,52 2.528.507.371.799,19 87,91
SURPLUS / (DEFISIT) (236.405.418.103,52) 31.349.835.994,67 (13,26)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 262.061.614.963,52 401.802.129.830,52 153,32
DAERAH
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 256.564.582.703,52 256.564.582.703,52 100,00
Anggaran Sebelumnya
614 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 139.752.780.949,00
615 Penerimaan kembali Pemberian 5.497.032.260,00 5.484.766.178,00 99,78
Pinjaman
62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 25.656.196.860,00 155.495.608.833,00 606,07
DAERAH
622 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 20.159.164.600,00 16.000.000.000,00 79,37
Daerah
623 Pembayaran Pokok Utang 5.497.032.260,00 139.495.608.833,00 2.537,65
PEMBIAYAAN NETTO 236.405.418.103,52 246.306.520.997,52 104,19
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 0,00 277.656.356.992,19 0,00
ANGGARAN (SILPA)
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 887.396.041.682,00 913.391.219.768,85 102,93
411 Pendapatan Pajak Daerah 578.700.000.000,00 592.978.746.862,00 102,47
412 Hasil Retribusi Daerah 44.449.594.000,00 48.418.070.315,00 108,93
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 27.969.594.780,00 26.772.427.406,00 95,72
yang Dipisahkan
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 236.276.852.902,00 245.221.975.185,85 103,79
yang Sah
42 DANA PERIMBANGAN 1.087.823.566.000,00 1.066.762.734.201,00 98,06
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 104.177.477.000,00 94.958.394.936,00 91,15
Pajak
422 Dana Alokasi Umum 791.929.143.000,00 791.929.143.000,00 100,00
423 Dana Alokasi Khusus 191.716.946.000,00 179.875.196.265,00 93,82
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN 359.472.496.501,00 349.742.508.808,00 97,29
DAERAH YANG SAH
431 Pendapatan Hibah 92.126.747.546,00 87.142.000.000,00 94,59
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 241.314.017.755,00 236.569.329.408,00 98,03
dan Pemerintah Daerah Lainnya
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 26.031.731.200,00 26.031.179.400,00 100,00
Pemerintah Daerah Lainnya
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JUMLAH PENDAPATAN 2.334.692.104.183,00 2.329.896.462.777,85 99,79
5 BELANJA
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.154.083.853.702,71 1.042.748.114.753,83 90,35
511 Belanja Pegawai 956.014.994.291,71 873.107.978.517,00 91,33
512 Belanja Bunga 7.000.000.000,00 6.598.058.977,83 94,26
514 Belanja Hibah 122.276.492.285,00 118.993.313.285,00 97,31
515 Belanja Bantuan Sosial 43.759.144.900,00 38.774.816.900,00 88,61
517 Belanja Bantuan Keuangan kepada 5.157.216.192,00 3.716.867.124,00 72,07
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
518 Belanja Tidak Terduga 19.876.006.034,00 1.557.079.950,00 7,83
52 BELANJA LANGSUNG 1.502.196.796.458,00 1.364.260.185.153,21 90,82
521 Belanja Pegawai 239.955.040.235,00 235.703.435.172,00 98,23
522 Belanja Barang dan Jasa 749.808.967.659,00 673.095.026.388,21 89,77
523 Belanja Modal 512.432.788.564,00 455.461.723.593,00 88,88
JUMLAH BELANJA 2.656.280.650.160,71 2.407.008.299.907,04 90,62
SURPLUS / (DEFISIT) (321.588.545.977,71) (77.111.837.129,19) 23,98
6 PEMBIAYAAN DAERAH
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 333.288.545.977,71 388.671.502.466,71 116,62
DAERAH
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 330.288.545.977,71 330.288.545.977,71 100,00
Tahun Anggaran Sebelumnya
614 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 55.640.573.400,00
615 Penerimaan kembali Pemberian 3.000.000.000,00 2.742.383.089,00 91,41
Pinjaman
62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.700.000.000,00 54.223.415.589,00 463,45
DAERAH
622 Penyertaan Modal (Investasi) 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00 100,00
Pemerintah Daerah
623 Pembayaran Pokok Utang 3.000.000.000,00 45.523.415.589,00 1517,45
PEMBIAYAAN NETTO 321.588.545.977,71 334.448.086.877,71 104,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 0,00 257.336.249.748,52
ANGGARAN (SILPA)
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BAB Il
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. Urusan Pendidikan

a. Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 3.1
Capaian RPJMD
Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini

PROGRAM INDIKATOR TARGET | REALISASI
Peningkatan Pendidikan | Persentase PAUD yang memiliki sarana dan
o ) . 70 98

Anak Usia Dini prasarana belajar dan bermain
Persentase PAUD yang telah menerapkan 50 100
manajemen berbasis sekolah (MBS)
Persentase Akreditasi satuan pendidikan PAUD -
PAUD formal (%) 100 804
PAUD nonformal(%) 50 23
Jumlah PAUD Negeri 4 2

Dalam mencapai target RPJMD pada beberapa indicator program diatas

dilaksanakan beberapaa kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
PAUD
Dinas Pendidikan Kota Bogor pada tahun 2019 telah menyalurkan Dana
Alokasi Khusus (DAK) non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
(BOP) PAUD kepada TK Negeri Motekar sebanyak 80 orang siswa, TK
Negeri Mexindo sebanyak 181 siswa dan SPS Mutiara Bangsa sebanyak
18 siswa yang bertujuan membantu pendanaan biaya operasional,
meningkatnya kualitas sekolah, pengajar dan peserta didik, memberikan

layanan pendidikan yang dapat terjangkau dan bermutu.
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b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Tabel 3.2
Capaian RPJMD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI
Wajib Belajar Pendidikan Dasar | Rasio Guru dengan Siswa SD/MI 1:28 1:23
9 Tahun Rasio Murid dengan Rombel SD/MI 1:32 1:29
Jumlah sekolah yang melayani pendidikan 11 11
inklusif SD
Persentase Sekolah yang memiliki 77 93
Perpustakaan SD/MI(%)
\éuon;ah siswa SD/ Ml yang menerima bantuan 114171 108.314
Persentase ruang kelas SD/MI yang
memadai(%) 86 98,4
Rasio Murid dengan Rombel SMP/MTs 1:29 1:27
Persentase Sekolah yang memiliki 76
Perpustakaan SMP/MTs(%)
Persentase Jumlah ruang kelas SMP/MTs 9% 08,3
yang memadai (%)
Jumlah SMP yang mengadakan Kelompok 12 20
limiah Remaja (KIR)
Dalam mencapai target RPJMD pada beberapa indicator program diatas
dilaksanakan beberapaa kegiatan, yaitu:
1. Peningkatan Manajemen Kurikulum SD
Kegiatan peningkatan manajemen kurikulum SD, terdiri atas beberapa
rangkaian kegiatan berupa :
a. Penyelengaraan USBN
Dalam upaya mencapai penyelenggaraan USBN yang sukses dan
lancar di lakukan tahapan — tahapan persiapan USBN meliputi :
1. Sosialisasi POS USBN
Waktu : 21 - 23 Januari 2019
Tempat . Hotel Agria, JI. Raya Tajur No. 162 Kota Bogor
Peserta : Kepala SD Se-Kota Bogor.
2. Bimtek OP dan Pendataan Peserta USBN
Waktu . 24,25 dan 28 Januari 2019
Tempat : Hotel Agria, JI. Raya Tajur No. 162 Kota Bogor
Peserta Operator USBN Sekolah Se-Kota Bogor
3. Sosialisasi POS USBN (Ml)
Waktu 20 Pebruari 2019
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Tempat : Gedung Graha Pool, JI. Ciwaringin No. 31 Kota Bogor
Peserta : Kepala Ml Se-Kota Bogor

4. Penyusunan Kisi-Kisi dan Pembuatan Soal USBN
Waktu : 19,20 dan 21 Maret 2019
Tempat : Hotel Onih Bogor, JI. Paledang Kota Bogor
Peserta : Tim Penyusun Soal USBN Kota Bogor

5. Pemantapan Teknis USBN
Waktu :2 s.d 4 April 2019
Tempat : Hotel Onih Bogor, JI. Paledang Kota Bogor
Peserta : Kepala SD Se-Kota Bogor

6. Pembongkaran Soal USBN
Waktu :1-2 Mei2018
Tempat : SDN Kawungluwuk 2
Waktu :2-5 Mei 2018

7. Pembongkaran dan Distibusi Soal USBN ke Sub Rayon
Tempat :tersebar di 6 kecamatan
Waktu :3-5 Mei 2018
Tempat : Satuan Pendidikan ( SD ) di Kota Bogor.

8. Pelaksanaan USBN

Waktu : 3-5 Mei 2018

Tempat : SD Se-Kota Bogor
9. Pemeriksaan LJU USBN

Waktu : 9 Mei 2019

Tempat : SD Kawung Luwuk Kota Bogor
Peserta : Tim Pemeriksa LJU USBN
Hasil : Pelaksanaan USBN berjalan lancar , dengan hasil
Lulus 100% , Nilai rata-rata 76,56.
b. Workshop Pengembangan Lesson Study

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar, maka
di laksanakan kegiatan pengembangan Metode Pembelajaran Lesson
Study bagi Guru Kelas.

Waktu : 15-17 Juli 2019

Tempat : Hotel Grand Asana, JI. Pajajaran No. 32 Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020 -3



4 Tahun 2019

@ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
= (LKPJ) Walikota Bogor

Peserta : Guru Kelas perwakilan dari masing-masing kecamatan
se-Kota Bogor.

Pelatihan Guru Pendamping ABK

Dalam rangka meningkatkan layana pendidikan kepada Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK), maka dilaksanakan Pelatihan bagi Guru

Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus.

Waktu : 02 - 03 Oktober 2019

Tempat : Hotel Agria, JI. Raya Tajur No. 162 Kota Bogor

Peserta : Guru Pendamping ABK , perwakilan dari masing-masing
kecamatan se-Kota Bogor.

Lomba Gugus SD

Dalam rangka meningkatkan fungsi dan kinerja Gugus SD sebagai

bengkel guru, maka di laksanakan kegiatan Lomba Gugus SD se-
Kota Bogor

Waktu : 18- 26 November 2019

Tempat : Tersebar di Kota Bogor

Peserta : Gugus SD Inti, perwakilan dari masing-masing kecamatan
se-Kota Bogor.

Workshop Sekolah Potensial

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar dalam
menuju Sekolah Potensial, maka di laksanakan kegiatan workshop
pengembangan Sekolah Potensial.

Waktu : 28 - 30 November 2019

Tempat : Hotel Agria, JI. Raya Tajur No. 162 Kota Bogor

Peserta : Kepala SD perwakilan dari masing-masing kecamatan
se-Kota Bogor.

Gebyar Anak Inklusif

Dalam rangka menyemarakan potensi Anak Berkebutuhan Khusus di
Kota Bogor, maka di laksanakan kegiatan Gebyar Anak Inklusif.
Waktu : 9 Desember 2019

Tempat : Aulia Dinas Pendidikan, JI. Pajajaran No. 125 Kota Bogor

Peserta : Anak Inklusif se-Kota Bogor.

-4
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Secara keseluruhan kegiatan Peningkatan Manajemen Kurikulum SD
dapat terlaksana dengan baik dan

2. Kegiatan Peningkatan Manajemen Kurikulum SMP

a. Rangkaian kegiatan Ujian Nasional dimulai dengan kegiatan Bedah
Kisi-kisi Ujian Nasional lalu dilanjutkan dengan Kegiatan Penyusunan
dan Perakitan Naskah Soal USBN dilaksanakan pada bulan Maret
2019 untuk 12 Mata Pelajaran yang di USBN kan. Dilanjutkan dengan
Verifikasi Perangkat UNBK yang dilakukan oleh Tim Helpdesk tingkat
Kota Bogor. Dan pelaksaan UNBK tanggal 22 - 25 April 2019.

b. Kegiatan Workshop Pembelajaran Digital dilaksanakan secara 2 tahap
bagi Guru Mata Pelajaran BK/TIK jenjang SMP sebanyak 123 sekolah.
Kegiatan bertempat di Balai Krida SMK Wikrama Kota Bogor. Tahap
pertama dilaksanakan tanggal 1 s.d 3 Agustus 2019 dan tahap kedua
dilaksanakan tanggal 5 s.d 7 Agustus 2019. Materi yang diberikan
adalah 1). Menjadi Guru di Era 4.0, 2). Pentingnya Literasi Digital, 3).
Proses Pendidikan dengan hati dan Teknologi 4). Aplikasi SOPINTER
untuk 8 Standar Nasional Pendidikan 5). Aplikasi untuk Penyusunan
Jadwal Pembelajaran, 6). Aplikasi e Raport versi 2.0 7). Pembekalan
Persiapan Ujian Nasional Berbasis Aplikasi Kejar.id

c. Kegiatan Workshop Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan pada
tanggal 19 s.d 21 Agustus 2019 bagi 123 orang Guru Perintis Gerakan
Literasi  Sekolah.Kegiatan dilaksanakan di Gedung Pusat
Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Peserta juga
berkesempatan mengunjungi Perpustakaan Digital Kota Bogor dan
Museum Tanah dan Pertanian. Materi yang diberikan adalah :1).
Peguatan Pendidikan Karakter 2). Pengembangan Literasi di Kota
Bogor 3). Literasi dalam Revolusi Teknologi Abad 21 4). Literasi Baca
Tulis, Literasi Numerasi, Literasi Sains, Literasi Finansial, Literasi
Budaya dan Kewarganegaraan, serta Literasi Digital.

d. Kegiatan Workshop Pendidikan Inklusi dilaksanakan tanggal bagi 123
guru Bimbingan Konseling. Kegatan dilaksanakan di Hotel Ririn

Kecamatan Bogor Timur pada tanggal 13, 14, 15, 18, 19 dan 20
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Oktober 2019. Dengan materi 1) Pengelolaan Pendidikan Inlkusif di
Sekolah Reguler, 2) Materi Pemahaman ABK 3) ABK dan
Karakteristiknya 4) Peran Orangtua dalam Penanganan ABK 5)
Kurikulum Pendidikan Khusus 6) Proses Pembelajaran dalam Setting
Inklusi 7) Asessmen ABKS.

3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SD
Pengadaan Lemari SD sebanyak 30 unit sebagai penunjang sarana
prasarana yang di butuhkan sekolah,

SDN Semeru 5 ( 2 unit)

SDN Pamoyanan 2 ( 3 unit)
SDN Tanah Baru (1 Unit)
SDN Cibeureum 1 ( 1 unit)
SDN Tajur 1 (4 unit)

SDN Cimanggu Kecil (1 Unit)
SDN Kebon Pedes 3 (1 Unit)
SDN Pengadiln 3 ( 1 Unit)
SDN Roda ( 2 unit)

. SDN Ciluar 3 ( 1 unit)

. SDN Semeru 6 ( 2 Unit)

. SDN Perwira ( 1 Unit)

. SDN Kedung badak 2 (1 Unit)

. SDN Polisi 5 (1 Unit)

. SDN sindangrasa ( 1 Unit)

. SDN Baranangsiang ( 2 Unit)

. SDN Cimahpar 1 (1 Unit)

. SDN Bantarjati 5 ( 1 Unit)

. SDN Cijahe ( 2 Unit)

. SDN Gang Aut ( 1 Unit)

© 0o N o g bk~ W dhPE

N B R R R R R R R R R
O © 0O N O U M W N R O

Sekolah Penerima Meja Kursi Siswa
1. SDN Semeru ( 60 Unit)
2. SDN Pamoyanan 2 ( 60 Unit)

11-6
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3. SDN Cibeureum 2 ( 30 Unit)

4. SDN Cibeureum 1 ( 30 Unit)

5. SDN Tajur 1 ( 60 unit)

6. SDN Cimanggu Kecil (30 Unit)

7. SDN Kebon Pedes 3 ( 30 Unit)

8. SDN Pengadilan 3 ( 30 Unit)

9. SDN Roda (60 Unit)

10. SDN Ciluar 3 ( 30 Unit)

11. SDN Semeru 6 ( 60 Unit)

12. SDN Perwira ( 30 Unit)

13. SDN Kedung Badak 2 ( 30 Unit)
14. SDN Polisi 5 (30 Unit)

15. SDN Siondangrasa ( 30 Unit)
16. SDN Baranangsiang (60 Unit)
17. SDN Cimahpar 1 ( 30 Unit)

18 SDN Bantarjati 5 ( 30 Unit)

19. SDN Cijahe ( 60 Unit)

20. SDN Gang Aut ( 30 Unit)

21. SDN Kawungluwuk ( 30 Unit)
22. SDN Sempur Kaler ( 60 Unit)
23. SDN Tanah Sareal 4 ( 30 Unit)
24.. SDN Sindangsari Boteng ( 60 Unit)
25. SDN Sindangsari 2 ( 30 Unit)
26. SDN Sindangsari Boteng (30 Unit)
27. SDN Lawang Gitung 1 ( 60 Unit)
28. SDN Sindangbarang 4 ( 60 Unit)
29. SDN Menteng ( 30 Unit)
Sekolah Penerima Meja dan Kursi Guru
1. SDN Semeru 5 (2 Unit)

2. SDN Pamoyanan 2 ( 2 Unit)

3. SDN Cibeureum 2 ( 1 Unit)

4. SDN Cibeureum 1 (1 Unit)

5. SDN Tajur 1 ( 2 Unit)

Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020 -7



@ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
= (LKPJ) Walikota Bogor
4 Tahun 2019

6. SDN Cimanggu Kecil ( 1 Unit)
7. SDN Kebon Pedes 3 (1 Unit)
8. SDN Pengadilan 3 (1 Unit)

9. SDN Roda ( 2 Unit)

10. SDN Ciluar 3 (1 Unit)

11. SDN Semeru 6 ( 2 unit)

12. SDN Perwira ( 1 Unit)

13. SDN Kedung Badak 2 ( 1 Unit)
14. SDN Polisi 5 (1 Unit)

15. SDN Sindangrasa ( 1 unit)

16. SDN Baranangsiang ( 2 Unit)
17. SDN Cimahpar 1 ( 1 Unit)

18. SDN Bantarjati 5 ( 1 unit)

19. SDN Cijahe (2 unit)

20 SDN Gang Aut (1 unit 0

21. SDN Lawanggintung 1 ( 2 Unit)
22. SDN Tanah Sareal 4 (1 Unit)

Tujuan dari pengadaan Mebeulair ini adalah untuk :

1. Melengkapi Sarana Prasana Sekolah Khususnya Mebeulair yang
kondisinya kurang baik

2. Kegiatan KBM dapat dilaksanakan secara maksimal

3. Terlaksananya Program 5 K

Peningkatan sarana Prasarana SD dibagi dalam beberapa item pekerjaan

didalamnya

A. Rehabilitasi

- SDN Batutulis 3

- SDN Mulyaharja 2

- SDN Pamoyanan 3

- SDN Pengadilan 3

- SDN Roda

- SDN Kebon Kopi

- SDN Baranangsiang
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- SDN Duta Pakuan

- SDN Kawung luwuk

- SDN Bantarjati 6

- SDN Tunggilis Kedung Halang
- SDN Gunung Batu 2

- SDN Semeru 5

- SDN Semeru 6

- SDN Cilendek 4

B. Rehabilitasi Ruang Kelas Guru
- SDN Kerncana 3

C. Rehabilitasi Kelas &Toilet

- SDN Ciparigi

D. Rehabilitasi Ruang Kelas & Pagar
- SDN Batutulis 3

E. Rehabilitasi Ruang Kelas

- SDN Bantar Kemang 3

F. Rehabilitasi Rumah Jaga

- SDN Cipaku 4

G. Rehabilitasi Rumah Jaga & UKS
- SDN Cipaku 2

H. Perpustakaan

- SDN Cikaret 2

- SDN Loji 1

- SDN Kaum sari

- SDN Bantarkemang 6

- SDN Pakuan

- SDN Loji 3

l. Toilet

- SDN Sindangsari 2

- SDN Harjasari 1

- SDN Lawang Gintung 4

- SDN Cilendek 4

J. Pemagaran
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- SDN Sindangsari Bout

- SDN Semplak 1

- SDN Sempur Kidul

K. Pembangunan Kantin Sehat
- SDN Sindangsari Botim

- SDN Pakuan

- SDN Cilendek Timur

L. Taman Lalu Lintas

- SDN Duta Pakuan

. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP bertujuan untuk
meningkatkan Presentase jumlah ruang kelas yang memadai dan
meningkatnya kondisi sarana dan prasarana SMP yang memadai.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Tahun 2019
mencakup pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
Kantor Lainnya disalurkan kepada 16 SMP Negeri, Belanja Modal
Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer disalurkan kepada
10 SMP Negeri, Pengadaan Meubelair disalurkan kepada 19 SMP Negeri,
Pekerjaan Konstruksi disalurkan kepada 13 SMP Negeri.

. BOS Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/Mts Negeri (APBN)

Pemberian BOS APBN pada jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan
SMP/Mts Negeri disalurkan bertujuan untuk membina dan mendampingi
proses pengelolaan dana BOS APBN di sekolah-sekolah Kota Bogor yang
menerima dana BOS, mendorong kinerja pengelolaan program BOS
APBN di sekolah Kota Bogor menjadi lebih baik, dengan lebih terjadwal
dalam melakukan pelaporan penggunaan dana BOS APBN,
mengendalikan sekolah-sekolah di Kota Bogor agar tidak melakukan
pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP/SMPT (Terbuka) Negeri
terhadap biaya operasi sekolah, mendorong sekolah-sekolah di Kota
Bogor yang mengelola dana BOS dan dana lainnya secara transparan

dan akuntabel, Kepala Sekolah dan Bendahara memahami cara
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pengelolaan BOS APBN dan dapat meminimalisir kesalahan dalam
penggunaan dana tersebut. Adapun sasaran pemberian BOS APBN pada
jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/Mts Negeri adalah SD Negeri
dan Swasta Penerima BOS APBN se-Kota Bogor serta SMP Negeri dan
Swasta penerima BOS APBN se-Kota Bogor. Kegiatan pendukung pada
proses pemberian Pemberian BOS APBN pada jenjang TK Negeri, SD/MI
Negeri dan SMP/Mts Negeri meliputi Pembentukan Tim Managemen BOS
APBN Kota Bogor, Sosiasisasi Pengelolaan Dana BOS APBN,
Pelaksanaan Kegiatan (Koordinasi Pengumpulan Laporan Penggunaan
Dana BOS APBN Sekolah),Penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan
Dana BOS APBN ke Pemerintah Pusat (Provinsi), Evaluasi dan
Pelaporan, dengan waktu pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari —
Desember 2019.

6. Rehabilitasi SD Negeri (Keadaan Mendesak)

Dengan adanya bantuan dana dari ABPD untuk sekolah sekolah yang
terkena bencana sangat berdampak positif bagi sekolah itu sendiri dan
para peserta didik, karena dengan ditanggulanginya sekolah yang terkena
bencana secara perioritas proses belajar mengajar sekolah tersebut bisa
berjalan secara normal kembali, Adapun sekolah yang yang mendapatkan
dana APBD keadaan mendesak ini adalah sekolah - sekolah yang terkena

bencana dan di tangani secara Khusus oleh pemerintah.

Sekolah Di Kota Bogor yang mendapatkan dan APBD secara perioritas
karena Benca Alam adalah :

1. Sekolah Dasar Negeri Katulampa 1

2. Sekolah Dasar Negeri Katulampa 2

3. Sekolah Dasar Negeri Gang Aut

4. Sekolah Dasar Negeri Layungsari 2

5. Sekolah Dasar Negeri Bubulak 1
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7. Rehabilitasi SMP Negeri (Keadaan Mendesak)
Rehabilitasi SMP Negeri (Mendesak) bertujuan untuk meningkatkan

Presentase jumlah ruang kelas yang memadai dan meningkatnya kondisi

sarana dan prasarana SMP yang memadai Kegiatan Rehabilitasi SMP

Negeri (Mendesak) Tahun 2019 mencakup pekerjaan, perbaikan Plafond
Ruang Kelas SMPN 8 Bogor.

c. Program Manajemen Layanan Pendidikan

Tabel 3.3
Capaian RPJMD Program Manajemen Layanan Pendidikan
PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI
Manajemen layanan Persentase sekolah berbasis Tl (%) 90 100
pendidikan
Persentase pemenuhan Kebutuhan 70.04 20
Administrasi Sekolah disemua jenjang(%) '
Persentase Guru Berprestasi disemua jenjang 3 1
(%)
Sosialisasi sistem pendaftaran siswa baru o4 26
melalui PPDB online
Persentase Pemutakhiran sistem PPDB (%) 100 100

Dalam mencapai target RPJMD pada beberapa indicator program diatas

dilaksanakan beberapaa kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penerimaan Siswa Didik Baru Online

Kegiatan yang dilakukan yaitu :

1.

Audensi Bersama Ombudsman Jakarta Raya yang dilaksanakan pada
Selasa, 02 April 2019

Penyusunan Buku Pedomaan PPDB Tahun 2019 bersama Stake
Holder Disdik, 19 s/d 20 Maret 2018 yang bertempat di Salak
Pajajaran Hotel

Sosialisasi PPDB Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kota
Bogor pada tanggal 21 Maret 2018 yang bertempat di Salak Pajajaran
Hotel

Rapat Koordinasi PPDB bersama Telkom, yang bertempat di Ruang

Rapat Telkom Pajajaran pada tanggal 25 April 2019

1-12
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kegitan pembahasan teknis PPDB TA 2019/2020, Kepala Sekolah SD
Negeri Se Kota Bogor, 16 April 2019, Gedung Plasa Telkom Lt. VII
Pembahasan juknis PPDB tahun ajaran 2019 - 2020, 09 April 2019,
Gedung Telkom LT VII, Undangan perwakilan operator sekolah
jenjang SD dan SMP

Penyusunan Pedoman PPDB, Bapak/Ibu Lurah se-Kota Bogor, Bukit
Gumati Batutulis, 11 s/d 12 April 2019

Kegiatan Bimbingan Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun
Ajaran 2019-2020, Orang Operator PPDB, 07 Mei 2019, Gedung
Plasa Telkom Lt. VII

Kegiatan Bimbingan Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun
Ajaran 2019-2020, operator PPDB Jenjang SMP, 11 Juni 2019,
Gedung Plasa Telkom Lt. VII

Sosialisasi PPDB SMP Negeri/Swasta Se Kota Bogor, Gedung
Telkom Pengadilan, 30 April 2019, Sosialisasi ppdb pegawai dinas
pendidikan kota bogor, 12 April 2019, Aula Dinas Pendidikan Kota
Bogor

Kegitan pembahasan teknis PPDB TA 2019/2020, operator SD Negeri
Kota Bogor, 13 Mei 2019, Gedung Plasa Telkom Lt. VII

Sosialisasi PPDB, Paud & TK Negeri & Swasta Se Kota Bogor,
Gedung Plasa Telkom Lt. VII, 22 April 2019

Audensi PPDB bersama Stake Holder Kota Bogor, 10 April 2019,
Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kota Bogor, Audensi PPDB bersama
DPRD Kota Bogor, 10 April 2019, Ruang Rapat DPRD Kota Bogor
Audensi PPDB Bersama Wakil Wali Kota Bogor, 27 Juni 2019, Ruang
Rapat Wali Kota Bogor

Audensi PPDB Bersama Sekda Kota Bogor, KCD Pendididikan Jawa
Barat, Kepala Sekolag SMP & SMA Negeri Kota Bogor, 27 Juni 2019,
Ruang Rapat Sekda Kota Bogor

Audensi Dengan Inspektorat Kota Bogor, Ruang Rapat Inspektur, 12
April 2019

Sosialisasi PPDB, Pegawai Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor,
10 April 2019, Aula Dinas Pendidikan Kota Bogor
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18. Audensi PPDB bersama Stake Holder Dinas Pendidikan Kota Bogor,
19 Maret 2019, Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kota Bogor

2. Kegiatan BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/Mts
Negeri
Pada tahun 2019, dialokasikan dana BOS Kota untuk TKN, SDN, dan
SMPN sebesar Rp. 39.379.000.000. Program BOS Kota Bogor ini lebih
diarahkan untuk membebaskan dan/atau memberikan keringanan tagihan
biaya pendidikan bagi siswa miskin. Sedangkan dari sisi pengeluaran
dana BOS Kota digunakan membantu memenuhi biaya operasional
sekolah.
Besar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah
dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

Tabel 3.4
Penerima Bantuan Operasional Sekolah

No | Jenis Sekolah Besaran

1 TK Negeri Rp.67.839.000,/siswa per tahun
2 SD Negeri Rp. 358.000,-/siswa per tahun
3 SMP Negeri Rp. 403.500,-/siswa per tahun

3. Kegiatan Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku
Tujuan dari kegiatan Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku
adalah menyusun Program dan kegiatan pemantauan penyimpangan
perilaku pelajar, memantau dan membina pelajar yang teridentifikasi
sebagai pelaku penyimpangan perilaku, meningkatkan rasa aman dan
nyaman dikalangan pelajar Kota Bogor pra dan pasca KBM, didalam
maupun di luar sekolah, menurunkan jumlah sekolah yang siswanya
melakukan penyimpangan perilaku berupa tindakan kekerasan dan
tawuran pelajar. Adapun sasaran peserta kegiatan adalah Pembina
Kesiswaan atau Pembina OSIS sekolah teridentifikasi melakukan
penyimpangan perilaku untuk menjadi Menjadi Mentor Internal, siswa
teridentifikasi melakukan penyimpangan perilakutindak kekerasan dan
Tawuran Pelajar dan Satgas Pelajar Kota Bogor sebagai Mentor
Eksternal. Kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan Mentoring
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Penanganan Penyimpangan Prilaku meliputi pembentukan Panitia
Penyelenggara, Rapat-Rapat Persiapan, Pemberiyahuan Kegiatan dan
Surat Undangan ke sekolah,Penentuan Tempat Kegiatan, Pelaksanaan
Kegiatan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan waktu pelaksanaan adalah

pada bulan Januari s.d. Desember 2019.

4. Kegiatan Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web
Kegiatan profil pendidikan adalah pembuatan buku profil pendidikan tahun
2019, dimana buku ini sebagai publikasi kegiatan pendataan yang usdah
melalui verifikasi dan validasi data sehingga bisa digunakan untuk laporan
dan pengambil kebijakan yang berbasis data. Selain itu kegiatan ini
adalah membuat apliasi anak putus sekolah (ATS) yang bebrasis android.
Aplikasi ini bernama JAPATI (jaringan aplikasi anti putus sekolah),
Sasaran pendataan adalah anak usia sekolah yang putus sekoalh di
wilayah Kota Bogor, dan selanjutnya data yang terjaring akan disalurkan

ke PKBM atau sekolah formal sesuai jenjang pendidilkan.

5. Kegiatan Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN
Pengadaan Sertifikat, NISN dan Raport
1. Tujuan Pengadaan Rapot, Sertifikat dan SKHUN sebagai dokumen
evaluasi belajar Siswa diantaranya adalah :

o Bagi siswa/siswi dapat mengetahui kemajuan hasil belajar diri,
konsep-konsep atau teori-teori yang belum dikuasai. Memotivasi
diri untuk belajar lebih baik dan memperbaiki strategis belajar;

o Bagi orang tua bisa mengetahui perkembangan anaknya belajar
sehingga orang tua dapat membantu anaknya belajar, memotivasi
untuk meningkatkan hasil belajar dan melengkapi fasilitas belajar
dirumah;

e Bagi Guru agar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa
dalam kelas yang diampunya sehingga dapat menentukan strategi
dalam pengelolaan kelas yang menjadi tanggung jawabnya dan

membantu siswa meningkatkan kompetensi siswa.
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2.

Tujuan pengadaan Kartu NISN adalah pengadaan kartu yang berisi

Nomer Induk Siswa Nasional yang fungsinya adalah :

o Kartu NISN yang fungsinya sama seperti nomor KTP orang dewasa

« Nomer tetap yang dapat digunakan seumur hidup, dengan kartu
NISN pelajar tidak perlu mengganti nomor induk setiap kali ingin
meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi

e NISN juga dapat melihat perkembangan siswa. Mulai dari mutasi,
kelulusan, pelajar yang putus sekolah hingga mengetahui dari lulus
SD, SMP, SMA pelajar tersebut.

6. Kegiatan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (miskin)

Kegiatan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (miskin) bersumber dari APBD
Kota Bogor Sebesar 518.488.000 Rupiah, ditargetkan lulusan SMA/K
berprestasi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-1) berjumlah 37

orang yang tersebar di Universitas Indonesia, IPB dan Universitas Negeri

Jakarta, kegiatan ini menyasar Mahasiswa yang berasal keluarga misikin

di Kota Bogor, sehingga berdampak pada Meningkatkan Rata-Rata Lama
Sekolah (RLS) kota bogor menjadi 10 Tahun.

7. Kegiatan Peningkatan Manajemen PAUD

Kegiatan ini diselenggarakan untuk :

a.

Peserta Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD
dilaksanakan pada 07 s.d. 12 Otkober 2019 di Graha Pool.
Sasarannya adalah Tenaga Pendidik Lembaga PAUD yang berjumlah
250 orang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan manajemen
dilingkungan PAUD

Bintek dan Sosialisasi Akreditasi Lembaga PAUD

Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan
kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Mengacu pada standar
nasional pendidikan terdiri atas: standar isi, standar proses, standar

kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan
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prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar
penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan
berkala. Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi Akreditasi Lembaga
PAUD di Hotel Ririn dengan jumlah peserta 75 orang, pada tanggal 27
- 28 Mei 2019

c. Pelatihan Sekolah Layak Anak Bagi Pengelola PAUD
Sekolah Layak Anak menjadi upaya penyelesaian penghapusan
kekerasan berbasis sekolah. Salah satu cara untuk menyebarkan
informasi tentang Sekolah Layak Anak maka Dinas Pendidikan melalui
Bidang PAUD melaksanakan kegiatan Pelatihan Sekolah Layak Anak
Bagi Pengelola PAUD dengan sasaran peserta adalah 242 orang di
Hotel Ririn pada tanggal 22 s.d. 27 juli 2019

d. Pelatihan Pengelolaan Lembaga PAUD
Pelatihan Pengelolaan Lembaga PAUD bertujuan meningkatkan
standar kompetensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dijabarkan
bahwa tenaga kependidikan dituntut memiliki kompetensi yang
mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, social, dan
professional. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Lembaga PAUD telah
dilaksanakan paa 06 — 07 Agustus 2019 di Graha Pool dengan sasara
peserta 234 orang Pengelola Lembaga PAUD.

e. Gebyar PAUD Pendidikan Masyarakat
Gebyar PAUD merupakan acara tahunan yang diselenggarakan untuk
anak-anak PAUD di Kota Bogor yang bertujuan Meningkatkan peran
serta Masyarakat dan swasta bersama dengan pemerintah dalam
menyelenggarakan upaya pembinaan dan pengembangan anak
secara holistic Integratif dan berkesinambungan,upaya tersebut di
tujukan untuk memenuhi Hak — hak Anak dalam mewujudkan tingkat
kesejahtraan anak dan memberikan perlindungn setinggi-
tingginya,Meningkatkan kesadaran pemerintah masyarakat ,orang tua
dan segenap komponen bangsa untuk memenuhi Hak-hak anak.
Kegiatan Gebyar PAUD dilaksanakan pada tanggal 08 November
2019 di Indoor GOR Pajajaran dengan jumlah peserta 3000 orang.
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8. Kegiatan Peningkatan Manajemen Lembaga PKBM
Kegiatan Peningkatan Manajemen Lembaga PKBM dilaksanakan dengan
tujuan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada
jalur pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan serta
terakreditasi. Sasaran peserta kegiatan adalah lembaga PKBM di Kota
Bogor yang belum terakreditasi (17 PKBM yang belum terakreditasi).
Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Juli 2019 bertempat di Hotel

Ririn. JI. Ciburial Indah I, Kel. Baranangsiang Bogor Timur.

9. Kegiatan Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus
Kegiatan Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus meliputi pelatihan,
workshop dan expo. Maksud dan Tujuan diadakannya Kegiatan
Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus dalam bentuk pelatihan dan
workshop adalah meningkatkan kualitas LKP, Instruktur LKP dan Tenaga
Administrasi LKP. Kegiatan Expo dilaksanakan bertujuan untuk
meningkatkan minat masyarakat terhadap LKP. Pencapaian dari kegiatan
ini yaitu Workshop Manajemen LKP melibatkan 75 orang dari LKP. Target
pencapaian kegiatan ini adalah untuk membuat manajemen LKP menjadi
lebih baik sehingga dapat lebih terukur kualitasnya pada tertibnya
perizinan LKP, Dapodikmas, Akreditasi Lembaga serta Lomba Apresiasi
Lembaga Kursus. Adapun Narasumber pada workshop Manajemen LKP
melibatkan Narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
subdit Kursus dan Kelembagaan, Kementerian Perekonomian, dan
narasumber Non PNS lainnya Workshop Manajemen LKP dilaksanakan
fullborad selama 2 hari di Kab.Bogor, peserta, panitia dan narasumber
berjumlah total 85 orang mendapatkan fasilitas penginapan, ruang rapat,
makan minum dan uang harian, keseluruhan anggaran di ambil dari Pagu
Kegiatan. Expo Kursus Tingkat Kota Bogor dilaksanakan di Gedung
dengan Aula / Ballroom (Mall) yang memadai untuk menampung
searangakaian kegiatan dilengkapi dengan 12 stand, panggung dekorasi
dan organ tunggal.Pada kegiatan ini juga terdapat 6 jenis lomba yaitu
Stand terbaik, Lomba Tata Rias Pengantin, Lomba Tata Kecantikan

Rambut, Lomba Tata Busana , Lomba Pidato B. Inggris dan Lomba Seni
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Musik. Untuk menunjang perlombaan adalah tim juri yang berjumlah 18
orang terdiri dari Juri Non PNS yang mempunyai kompetensi yang
memadai pada tiap jenis lomba, Expo Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat
menampilkan stand Kota Bogor yang di isi oleh LKP Kota Bogor dan
mengirimkan juga peserta lomba pada kompetensi yang dilombakan pada

kegiatan tersebut

10. Kegiatan Peningkatan Manajemen SD
Kegiatan peningkatan manajemen SD, terdiri atas beberapa rangkaian
kegiatan berupa :
a. Raker Peningkatan Mutu Pendidikan dan Manajemen SD
b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PTS dan PAS
c. Sinkronisasi Data ABK
d. Pembin aan Manajemen SD
e. Sosialisasi PAK
Adapun realisasi pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :

a. Raker Peningkatan Mutu Pendidikan dan Manajemen SD

Sebagai wujud bentuk perhatian terhadap mutu dan manajemen
pendidikan di Kota Bogor, dengan kegiatan tersebut diharapakan mutu
pendidikan dan manajemen SD dapat mencapai hasil yang baik.
Pelaksanaan pada :

Waktu : 26 s.d 29 Juli 2019

Tempat : Hotel Grand Asana Pangrango Kota Bogor

Peserta : Kepala Sekolah Dasar sejumlah 50 orang.

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PTS dan PAS

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Penilaian Tengah
Semester di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Kota Bogor.
Pelaksanaan pada :

Waktu : 23 s.d 26 September 2019
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C.

Tempat : SDN/SDS Se Kota Bogor
Peserta : Pejabat Disdik terkait serta para staf Bidang SD.

Sinkronisasi Data ABK

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendata jumlah tenaga
pengajar pendamping ABK yang ada di Kota Bogor dan
mensinkronkan data mereka dengan yang ada pada database.
Pelaksanaan pada :

Waktu : 23 Desember 2019

Tempat : Gedung Garaha Pool Kota Bogor

Peserta : Guru Pendamping ABK , perwakilan dari masing-masing

kecamatan se-Kota Bogor sebanyak 54 orang.

11. Kegiatan Peningkatan Manajemen SMP

a.

Kegiatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh negara Republik Indonesia,
untuk menjamin  mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat. SNP yang telah ditetapkan
pemerintah mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan.

Tujuan : Pemenuhan/pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan
sesuai dengan Permendikbud No. 19 tahun 2005. Menjamin
terlaksananya pengelolaan sekolah secara akuntabel, Standar
Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global.

Kegiatan Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) Jenjang
SMP Tahun 2019, dilaksanakan pada bulan Maret 2019 dalam 2
tahap yaitu 25 s.d 27 Maret 2019 dengan peserta 60 Sekolah, dan 28
s.d 30 Maret 2019 dengan peserta 63 Sekolah, Kegiatan dilaksanakan
di Hotel Ririn.
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b. Akreditasi Sekolah

Sesuai dengan Undang-uandang Sistem Pendidikan Nasional No. 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Naional no. 29 tahun 2005 tentang Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan
penilaian kelayakan suatu sekolah atau madrasah berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya
diwujudkan dlan bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Kegiatan sosisalisasi dan bimtek Akreditasi jenjang SMP Tahun 2019
dilaksakan pada tanggal 6 Maret 2019 dengan peserta 84 orang dari
42 sekolah sasaran akreditasi tahun 2019, dilaksankan di SMP
Negeri 11 Bogor

c. Workshop sekolah Ramah Anak
Kegiatan dilaksanakan tanggal 08 s.d 10 Oktober 2019 dengan jumlah
peserta 120 orang, 2 Ruang di Gedung Pusat Perpustakaan dan

Penyebaran Teknologi Pertanian JI. Ir. H. juanda No. 20 Bogor

12. Kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 PAUD
Pelaksanaan kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 PAUD Dinas Pendidikan
Kota Bogor terbagi dalam 2 angkatan, dengan jumlah peserta 172 orang,
di Hotel Hayati Bogor. Angkatan 1 dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 22
November 2019, Angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 28 -30
November 2019, menghadirkan Narasumber Tim Pengembang
Kurikulum Kemendiknas dan PP PAUD Provinsi Jawa Barat dengan
materi Pengembangan Pembelajaran Berbasis Konten STEAM and
LOOSE PART vyaitu pembelajaran berbasis Science, Technology,
Engenering, Arts, Match sedangkan Loose Part adalah memakai
media/bahan yang dapat dipindahkan , dibawa, dirancang ulang,
dipisahkan dan disatkan kembali dengan berbagai cara menciptakan

kreasi tanpa batas.
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13. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa SD

1)

2)

Penyelenggaraan OSN SD Tingkat Kota Propinsi dan Nasional

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan
Matematika dan IPA di SD secara komprehensif melalui
penumbuhkembangan budaya belajar, kreatifitas dan motivasi meraih
prestasi terbaik dengan kompetisi yang sehat serta menjunjung nilai —
nilai sportifitas dan menyediakan wahana bagi siswa SD untuk
mengembangkan bakat dan minat di bidang matematika dan IPA
sehingga dapat menyalurkan bakatnya dan Memotifasi siswa SD agar
selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual
berdasarkan norma-norma yang sehat sehingga dapat memacu
kemampuan berfikir nalar. Tahapan seleksi adalah Seleksi OSN SD
Tingkat Kota Bogor dilaksanakan pada tgl 16 Maret 2019 di SDN
Bondongan dengan jumlah peserta 36 orang dan Seleksi OSN SD
Tingkat Propinsi dilaksanakan pada tgl 28 April 2019 di Aula Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor mengirimkan 6 peserta.
Adapun jenis lomba yang dilaksanakan adalah Lomba Mata Pelajaran
Matematika dan Lomba Mata Pelajaran IPA.

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD
Pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD

bertujuan untuk memberi ruang ekspresi dan kreativitas siswa melalui
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) pada jenjang SD
dengan kategori lomba ada 5, yaitu Gambar Bercerita, Pantomim,
Seni Tari, Kriya Anyam dan Menyanyi Solo. Seleksi FLS2N SD
Tingkat Kota Bogor dilaksanakan pada tgl 18 April 2019 di SDN
Sindangsari dan seleksi FLS2N SD Tingkat Propinsi dilaksanakan
pada tgl 12-14 Agustus 2019 di Hotel Narima Lembang. Jenis lomba
yang dilaksanakan adalah Lomba Menyanyi Tunggal, Lomba
Pantomim, Lomba Kriya Anyam, Lomba Seni Tari, Lomba Gambar
Bercerita.
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3) Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis dan Membatik) Tingkat

Kota

Tujuan kegiatan ini adalah menanamkan kecintaan dan kebanggaan
terhadap budaya daerah dan nasional dan meningkatkan kemampuan
siswa dalam bidang seni budaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari
Kamis, 02 Mei 2019 bertempat di Taman Ekspresi Lapangan Sempur.
Sasaran peserta kegiatan adalah siswa siswi SD. Hasil seleksi tingkat
kecamatan dengan jumlah peserta 54 orang dengan mata lomba
melukis 18 orang, cipta puisi 18 orang dan membatik sebanyak 18
orang.

4) Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019 bertempat di

SDN Kedung Badak 4 dengan peserta kegiatan adalah siswa siswi SD
hasil seleksi tingkat kecamatan dengan jumlah peserta 36 orang.

5) Pasanqgiri Seni dan Aksara Sunda

Kegiatan yang dilombakan meliputi Lomba Ngadongeng, Pupuh, Maca
Nulis Aksara Sunda dan Maca Sajak. Kegiatan Pasanggiri SD
dilaksanakan di SMP Negeri 11 Kota Bogor pada Senin, 18 November
2019. Adapun jenis lomba yang telah dilaksanakan adalah Lomba
Maca Nulis Aksara Sunda Putri, Lomba Maca Nulis Aksara Sunda
Putra, Lomba Pupuh Putri, Lomba Pupuh Putra, Lomba Ngadongeng
Putri, Lomba Ngadongeng Putra, Lomba Maca Sajak Putri, dan

Lomba Maca Sajak Putra.

14. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa SMP
Tujuan dari kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa SMP adalah
meningkatkan kemampuan dan kompetensi Siswa SMP Negeri dan
Swasta Kota Bogor, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP
Negeri dan Swasta, serta Panitia Sekolah Kegiatan Pengenalan
Lingkungan Sekolah secara kompetitif. Sasaran peserta kegiatan adalah
Siswa SMP Negeri dan Swasta Kota Bogor, Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kesiswaan SMP Negeri dan Swasta, serta Panitia Sekolah

Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan pendukung meliputi
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15.

16.

Sosialisasi ke Sekolah terkait juknis pelaksaan Lomba dan
Workshop/Pelatihan, penjaringan Peserta, Rapat Teknis dan Techincal
Meeting. Pelaksanaan pertandingan/perlombaan O2SN, OSN, FLS2N,
FLS, GSI, LOMOJARI, LTUB, Pasanggiri Tahun 2019 dilaksanakan
secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota,
tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional, Workshop Wakil Kepala
Sekolah Bidang Kesiswaan SMP, Masa Pengenalan Lingkungan
Sekolah (MPLS), Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), Penguatan
Pendidikan Karakter SMP Tahun 2019.Waktu pelaksanaan pada bulan
Januari sampai dengan Desember 2019

Kegiatan Pengelolaan BOS APBN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN menjadi andalan pendanaan
sekolah, penyaluran dana BOS yang juga bertujuan untuk meningkatkan
pendidikan, mendorong kinerja pengelolaan program BOS di sekolah
menjadi lebih baik, mencari model contoh sekolah yang mengelola dana
BOS dan dana lainnya secara transparan dan akuntabel, memotivasi
sekolah lainnya untuk mengelola dana BOS lebih baik, Kepala Sekolah
dan Bendahara memahami cara pengelolaan BOS APBN dan dapat
meminimalisir kesalahan dalam penggunaan dana tersebut. Sasaran
peserta kegiatan Pengelolaan BOS APBN adalah SD Negeri dan
Swasta Penerima BOS APBN se-Kota Bogor dan SMP Negeri dan
Swasta (rujukan) penerima BOS APBN se-Kota Bogor. Waktu

pelaksanaan kegiatan adalah pada bulan Februari s.d. Desember 2019.

Pengelolaan BOS Kota

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimtek Keuangan dan Penyusunan
Laporan. Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan 2 (dua) sesi dilaksanakan di
Hotel Pajajaran Suite BNR, yaitu pada tanggal 29-30 Maret 2019 dengan
peserta Kepala Sekolah TKN, SDN, SMPN sebanyak 233 orang dan
tanggal 4-5 April 2019 dengan peserta Bendahara/Operator TKN, SDN,
SMPN sebanyak 233 orang. Menghadirkan narasumber dari Kepala
Dinas Pendidikan, PIt. Kasi Kesiswaan, BPKAD, Inspektorat, dan Tenaga
Ahli Sistem Rencana Kerja Anggaran Sekolah (SIRKAS).
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d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.5
Capaian RPJMD
Program Peningkatan Mutun Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PROGRAM INDIKATOR TARGET | REALISASI
Peningkatan Mutu Pendidik | Persentase Kualifikasi Pendidik PAUD (%) 27 42,82
dan Tenaga Kependidikan

Persentase Kompetensi Pendidik PAUD

49 53
(%)
PersentaseKompetensi Tenaga 38 59
Kependidikan PAUD(%)
Persentase Kualifikasi Pendidik SD (%) 72 88,38
Persentase Kompetensi Pendidik SD (%) 58 67
Persentase Kompetensi Tenaga 72 80
Kependidikan SD (%)
Persentase Kualifikasi Pendidik SMP (%) 91 90,77
Persentase Kompetensi Pendidik SMP (%) 67 57
Persentase Kompetensi Tenaga 49 53
Kependidikan SMP (%)

Dalam mencapai target RPJMD pada beberapa indicator program diatas
dilaksanakan beberapaa kegiatan, yaitu:
1. Peningkatan Kompetensi PTK PAUD

Peningkatan Kompetensi PTK PAUD meliputi 4 kegiatan, yaitu :

a. Diklat Dasar PAUD sebanyak 80 orang selama 6 hari, Pelaksanaan
tatap muka pada tanggal 18 s.d. 23 Maret 2019 di New Ayuda Hotel
Bogor, Pelaksanaan Tugas mandiri April - Juni 2019, Pelaksanaan OJL
bulan juli dan Review bulan November 2019.

b. Kegiatan Prestasi Guru , Kepala Sekolah dan Pengawas PAUD melalui
Lomba Berprestasi dilaksanakan pada bulan Juni 2019

c. Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan
Kegiatan Pelatihan terbagi dalam 2 angkatan sebanyak 230 orang,
selama 3 hari, pada Tanggal 2 Desember 2019 penjaringan dan
sosialisasi kegiatan di Graha Pool, tanggal 4 - 5 Desember In 1, tanggal

6-9 Desember kegiatan ON, Tanggal 10 desember 2019 Kegiatan In 3.
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di TK Sinar Indonesia, TK Aliya, TK Algi, Tk Tunas Harapan, SMA
PGRI 4 Tanggal 16 - 18 Desember 2019, terakhir Kegiatan Post Test di
SMAN 1.

d. Peningkatan Prestasi
Kegiatan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas PAUD
Berprestasi Tingkat Kota Bogor dilaksanakan pada bulan Juni 2019,
Kegiatan berlanjut ke tingkat Provinsi pada bulan Juni mendapat Juara

[Il untuk Pengawas Berprestasi.

. Kegiatan Peningkatan Kompetensi PTK DIKMAS

Maksud dan Tujuan diadakannya Kegiatan Peningkatan Manajemen
Lembaga Kursus melalui Sub Kegiatan adalah untuk meningkatkan
kualitas LKP Kota Bogor, meningkatkan minat masyarakat terhadap LKP
di Kota Bogor dilengkapi dengan penampilan berbagai macam lomba
guna menyaring kompetensi warga LKP untuk dipersiapkan sebagai wakil
Kota Bogor pada Expo Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat,
memperkenalkan wajah LKP Kota Bogor pada event setara Provinsi Jawa
Barat dan menampikan kompetensi warga LKPI yang telah di lomba kan di
Tingkat Kota Bogor. Pada kegiatan Expo Kursus Tingkat Provinsi Jawa
Barat tahun 2019, Kota Bogor meraih Juara Umum dengan perolehan
juara 1 pada jenis lomba Tata Rias Pengantin dan Juara 1 pada jenis
lomba Design Grafis. Sasaran peserta kegiatan adalah LKP Kota
Bogor.Workshop Manajemen LKP dilaksanakan fullborad selama 2 hari di
Kab.Bogor, peserta, panitia dan narasumber berjumlah total 85 orang
mendapatkan fasilitas penginapan, ruang rapat, makan minum dan uang
harian, keseluruhan anggaran di ambil dari Pagu Kegiatan, Expo Kursus
Tingkat Kota Bogor dilaksanakan di Gedung dengan Aula / Ballroom
(Mall) yang memadai untuk menampung searangakaian Kkegiatan
dilengkapi dengan 12 stand, panggung dekorasi dan organ tunggal.Pada
kegiatan ini juga terdapat 6 jenis lomba yaitu Stand terbaik, Lomba Tata
Rias Pengantin, Lomba Tata Kecantikan Rambut, Lomba Tata Busana ,
Lomba Pidato B. Inggris dan Lomba Seni Musik. Untuk menunjang

perlombaan adalah tim juri yang berjumlah 18 orang terdiri dari Juri Non
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PNS yang mempunyai kompetensi yang memadai pada tiap jenis lomba,
Expo Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat menampilkan stand Kota Bogor
yang di isi oleh LKP Kota Bogor dan mengirimkan juga peserta lomba

pada kompetensi yang dilombakan pada kegiatan tersebut.

3. Peningkatan Kompetensi PTK SD

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kompetensi PTK SD
adalah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan, kompetensi
guru,memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk
memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Pelaksanaan kegiatan ini
dilakukan selama 3 hari Tatap Muka ( 3 In ) dan 10 On, pada bulan
Oktober Tahun 2019, bertempat di Hotel Ririn Bogor, Kec. Bogor Timur,
Kota Bogor.

4. Peningkatan Kompetensi PTK SMP
Pendidik merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mempersiapkan sumber daya Indonesia yang berkulitas.
Kompetensi Pendidik merupakan salah satu faktor utama yang
menentukan tercapainya mutu pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi Pendidik dalam merencanakan,
melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam rangka meningkatkan

kompetensi siswa
Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

1. Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru SMP
di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor, diikuti oleh Guru SMP
sebanyak 240 orang, terdiri dari Guru Matematika 40 orang, Guru IPA
40 orang, Guru Bahasa Bahasa Indonesia 40 orang, Guru Bahasa
Inggris 40 orang, Guru IPS 40 orang dan Guru PKN 40 orang yang
berasal dari Guru SMP Negeri dan Swasta se Kota Kota Bogor.

2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP Melalui MGMP di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor, diikuti oleh Guru SMP
sebanyak 200 orang, terdiri dari Guru Mapel Matematika 40 orang,
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Guru IPA 40 orang, Guru Bahasa Indonesia 40 orang, Guru IPS 40
orang dan Guru PKN 40 orang yang berasal dari Guru SMP Negeri

dan Swasta se Kota Bogor.

5. Kegiatan Peningkatan Kualifikasi PAUD
Kegiatan Peningkatan Kualifikasi PTK PAUD Bertujuan untuk
meningkatkan jumlah Pendidik PAUD yang memiliki minimal kualifikasi
Sarjana, melalui kegiatan pemberian beasiswa bagi Guru PAUD, kegiatan
tersebut sudah dilaksanakan mulai Tahun 2018 dengan Sasaran 25 orang
Guru PAUD Formal dan Non Formal.
Tahun 2019 dengan sasaran 50 orang Guru PAUD terdiri dari :
1. Guru PAUD Penerima Beasiswa Tahun 2018 sebanyak 23 orang
2. Guru PAUD Penerima Beasiswa Baru sebanyak 27 orang .
Besaran Beasiswa adalah sebesar Rp. 7.000.000/ tahun /orang untuk 2
semester Penyaluran Beasiswa tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Juli
2019. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah Berdomisili Di Kota
Bogor, Sedang Kuliah dengan jurusan S1 Linier, Sedang Mengabdi di
Satuan Pendidikan /PAUD Kota Bogor, Memiliki IPK minimal 2.75 atau
memiliki Penghasilan rendah dibandingkan denagan rata2 pengahsilan
Guru PAUD Kota Bogor, Bukan PNS, Bersedia Mengabdi di Kota Bogor
minimal 5 tahun sejak lulus S1.

6. Kegiatan Harlindung PTK
Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
(HARLINDUNG) diberikan dalam bentuk pemberian insentif /Honor
kepada Guru PAUD dengan jumlah peserta 984 orang, bertempat di
lembaga PAUD, besaran insenti yang diberikan adalah Rp. 200.000,-
perbulan, diserahkan setiap triwulan. Syarat Penerima INSENTIF / Honor
Guru Bukan PNS adalah Bertugas di satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
secara terus menerus, terdata dalam Dapodik dan dinyatakan valid, guru
bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
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